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[bookmark: _bookmark1]ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaporan pajak desa di Desa Damar Makmur. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tercermin dalam pembagian tugas: Kepala Desa berperan sebagai pengawas, Sekretaris Desa menyusun laporan, dan Kaur Keuangan menangani pemotongan serta penyetoran pajak. Bukti setor dan arsip menjadi bentuk pertanggungjawaban, namun masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyerahan dokumen, kesalahan teknis penentuan jenis pajak, serta koordinasi yang kurang optimal. Efektivitas pelaporan belum konsisten. Laporan sering terlambat karena data terlambat diterima atau penyetoran tertunda. Kesesuaian aturan juga belum sepenuhnya tercapai, sebab perangkat desa kerap mengalami kebingungan dalam memahami regulasi, sehingga koreksi baru dilakukan setelah evaluasi eksternal. Tujuan pelaporan lebih banyak tercapai secara formal, seperti kelengkapan arsip dan tidak adanya tunggakan, tetapi kualitas substansi masih lemah. Secara keseluruhan, pelaporan pajak sudah berkontribusi pada transparansi administrasi, namun masih bersifat reaktif dan parsial. Peningkatan pemahaman regulasi dan koordinasi internal diperlukan agar akuntabilitas dan efektivitas lebih konsisten.
Kata kunci: akuntabilitas, efektivitas, pelaporan pajak desa, tata kelola keuangan, Desa Damar Makmur


[bookmark: _bookmark2]ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of accountability and effectiveness principles in village tax reporting in Damar Makmur Village. A qualitative descriptive method was employed, with in-depth interviews conducted with the Village Head, Village Secretary, and Head of Finance (Kaur Keuangan). The results indicate that accountability is reflected in task distribution: the Village Head supervises, the Village Secretary prepares reports, and the Head of Finance handles tax deductions and payments. Supporting documents and records serve as accountability evidence, but challenges remain, such as delays in document submission, technical errors in tax categorization, and suboptimal coordination. Effectiveness of reporting is inconsistent. Reports are often delayed due to late data submission or postponed payments. Compliance with regulations is not fully achieved, as staff sometimes struggle to interpret tax rules, leading to corrections only after external evaluations. Reporting objectives are largely met formally, such as complete archives and no arrears, yet the substantive quality of reports remains weak. Overall, tax reporting contributes to administrative transparency but remains reactive and partial. Improved regulatory understanding and internal coordination are necessary to enhance both accountability and effectiveness consistently.
Keywords: accountability, effectiveness, village tax reporting, financial governance, Damar Makmur Village
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[bookmark: _bookmark8]BAB I PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _bookmark9]Latar Belakang

Pelaporan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem administrasi negara karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat maupun lembaga kepada pemerintah (Sukma & Della Nabila, 2025). Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya pelaporan pajak yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat (Firmansyah et al., 2025). Keteraturan pelaporan pajak juga berkontribusi pada transparansi keuangan negara, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, pelaporan pajak berperan sebagai dasar evaluasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran (Astuti et al., 2025). Apabila pelaporan pajak tidak dilakukan secara baik, maka potensi penyalahgunaan dana publik menjadi lebih besar (Mauni, 2025). Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan aparat desa dalam melakukan pelaporan pajak sangat diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pajak bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga wujud akuntabilitas publik.
Dalam lingkup desa, pengelolaan dana desa tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perpajakan. Dana desa yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota, seluruhnya terkait dengan transaksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Damayanti & Wahyu, 2024). Pajak yang bersumber
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dari masyarakat memiliki kontribusi besar sebagai salah satu penerimaan negara terbesar (Septhiningrum et al., 2023). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat kewajiban pembayaran beberapa jenis pajak. Jenis-jenis pajak tersebut meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Materai. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, setiap penggunaan dana desa harus disertai dengan pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat menimbulkan masalah hukum maupun administratif (Murtiani et al., 2023).
Namun, dalam praktiknya masih terdapat fenomena yang menghambat pelaporan pajak di desa. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat desa terkait kewajiban perpajakan (Safitri & Wahidahwati, 2024). Banyak masyarakat yang menganggap pelaporan pajak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga kepedulian mereka rendah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di desa menyebabkan proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan pajak sering tidak optimal (Sitorus et al., 2025). Beberapa aparat desa juga masih menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan sistem pelaporan berbasis digital yang diwajibkan pemerintah. Fenomena ini menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian laporan pajak, bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali (Adisiswanto, 2025). Ketidakdisiplinan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan dana desa. Kondisi ini memperlihatkan  adanya  kesenjangan  antara  aturan  yang  berlaku  dengan
10



implementasi di lapangan. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat menimbulkan kerugian negara serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Dewi & Diatmika, 2025).
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, akuntabilitas merupakan aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban dari pihak pengelola anggaran terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya (Utomo & Nurhidayati, 2022). Dalam hal pelaporan pajak desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian laporan yang jujur, transparan, dan sesuai ketentuan. Aparat desa dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang menggunakan dana desa, termasuk kewajiban perpajakan. Tanpa akuntabilitas, pengelolaan dana desa berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran atau praktik korupsi (Astuti et al., 2025). Masyarakat sebagai penerima manfaat juga berhak mengetahui bagaimana pajak dan dana desa digunakan. Akuntabilitas ini bukan hanya formalitas administrasi, tetapi juga bentuk pelayanan publik (Hutasoit et al., 2023). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pelaporan pajak harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat desa dan pengawasan dari pihak terkait.
Selain akuntabilitas, efektivitas juga menjadi faktor kunci dalam pelaporan pajak. Efektivitas menunjukkan sejauh mana proses pelaporan pajak dapat berjalan sesuai tujuan, yakni tercapainya pelaporan yang tepat waktu, lengkap, dan sesuai aturan (Slamet et al., 2025). Efektivitas dalam pelaporan pajak akan mempermudah proses audit dan pengawasan oleh instansi terkait. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi maupun kecurangan dapat diminimalisir (Fitri, 2022).


Efektivitas juga berkaitan erat dengan ketersediaan sistem informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh aparat desa (Hasanah & Hosil, 2025). Jika sistem pelaporan sulit dioperasikan, maka tujuan efektivitas akan sulit tercapai. Oleh sebab itu, pelatihan dan pendampingan terhadap aparat desa sangat penting dilakukan. Tanpa efektivitas, meskipun laporan pajak dibuat, namun manfaatnya tidak maksimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.
Desa Damar Makmur di Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan salah satu desa yang setiap tahun menerima dana desa sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sama halnya dengan desa lain, pengelolaan dana desa di wilayah ini berkaitan erat dengan kewajiban perpajakan (Lestari & Selfiani, 2025). Kewajiban tersebut menuntut pelaporan pajak yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, hasil monitoring Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa pelaporan pajak Desa Damar Makmur masih menghadapi sejumlah permasalahan. Temuan pada tahun anggaran 2022– 2023 memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pos belanja, seperti pembayaran alat tulis kantor, konsumsi rapat, pemeliharaan kendaraan dinas, serta biaya makan minum musyawarah desa, yang belum dilakukan pemotongan dan penyetoran pajaknya. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan koordinasi dan komunikasi antarperangkat desa, sehingga terjadi kekeliruan dalam penyusunan maupun penyampaian laporan pajak (Astuti et al., 2025).
Permasalahan tersebut berdampak langsung pada belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban aparatur desa menjadi kurang


maksimal karena laporan yang disusun tidak sepenuhnya sesuai dengan transaksi riil dan aturan perpajakan. Transparansi juga belum tercapai karena kesalahan pelaporan membuat informasi yang disampaikan tidak akurat. Demikian pula, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan menjadi terganggu akibat lemahnya mekanisme kontrol internal dan kurangnya koordinasi antaraparat desa (Damayanti & Wahyu, 2024). Dari sisi efektivitas, permasalahan komunikasi turut berimbas pada keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian dengan ketentuan teknis perpajakan, serta tidak tercapainya tujuan utama pelaporan, yakni mendukung tertib administrasi dan kelancaran pembangunan desa. Kekeliruan dalam pemotongan maupun penyetoran pajak pada sejumlah kegiatan belanja desa mengindikasikan bahwa koordinasi internal perlu diperkuat agar proses pelaporan berjalan lebih tepat waktu, sesuai aturan, dan berorientasi pada tujuan pembangunan desa (Safitri & Wahidahwati, 2024).
Kelemahan akuntabilitas dan efektivitas tersebut akhirnya menurunkan kualitas pelaporan pajak desa. Laporan yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dana desa karena masih memuat kekeliruan teknis (Adisiswanto, 2025). Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, serta membuka peluang terjadinya ketidaktertiban administrasi. Padahal, kualitas pelaporan yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif (Slamet et al., 2025).
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai akuntabilitas dan efektivitas pelaporan pajak di Desa Damar Makmur menjadi sangat penting.


Penelitian ini berupaya menggali faktor penghambat sekaligus mencari solusi untuk memperbaiki mekanisme koordinasi dan komunikasi antarperangkat desa dalam proses pelaporan pajak. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian tentang tata kelola keuangan desa serta kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah desa (Moelyono & Rosmiyanti, 2022). Dengan demikian, perbaikan tata kelola perpajakan desa dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab (Sukma & Della Nabila, 2025).
1.2 [bookmark: _bookmark10]Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana akuntabilitas pelaporan pajak di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana efektivitas pelaporan pajak di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur?
1.3 [bookmark: _bookmark11]Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pelaporan pajak di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaporan pajak di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.


1.4 [bookmark: _bookmark12]Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Pelaporan pajak yang terkait dengan penggunaan dana desa di Desa Damar Makmur.
2. Aspek akuntabilitas, yang mencakup pertanggungjawaban, transparansi, dan kepatuhan aparat desa dalam melaksanakan pelaporan pajak.
3. Aspek efektivitas, yang mencakup ketepatan waktu, kesesuaian dengan regulasi, serta ketercapaian tujuan pelaporan pajak.
1.5 [bookmark: _bookmark13]Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis: Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian akuntansi sektor publik, tata kelola desa, dan manajemen perpajakan. Menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya terkait akuntabilitas dan efektivitas pelaporan pajak di tingkat desa.
2. Manfaat Praktis: Bagi pemerintah desa: sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pelaporan pajak agar lebih transparan dan efektif. Bagi pemerintah daerah: sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan pendampingan kepada desa terkait kepatuhan perpajakan. Bagi masyarakat: meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak serta perannya dalam pembangunan desa. Bagi peneliti: menambah pengalaman empiris dan wawasan dalam menganalisis permasalahan pelaporan pajak di tingkat desa.


[bookmark: _bookmark14]BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _bookmark15]Perpajakan Desa

2.1.1 [bookmark: _bookmark16]Pengertian Pajak

Perpajakan desa merupakan bagian integral dari sistem perpajakan nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan kewajiban administrasi yang melekat pada pemerintah desa (Lestari & Selfiani, 2025). Pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana publik. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan dalam pengelolaannya tidak lepas dari kewajiban perpajakan (Firmansyah et al., 2025). Setiap transaksi yang dilakukan pemerintah desa, baik berupa pembayaran honor, kegiatan pembangunan, maupun belanja barang dan jasa, memiliki implikasi perpajakan.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Damayanti & Wahyu, 2024). Pajak memiliki sifat memaksa karena setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib membayarnya, dan ketidakpatuhan dapat menimbulkan sanksi hukum.


Dalam konteks desa, pajak berarti kewajiban bendahara desa atau aparat desa untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang timbul dari setiap transaksi dana desa. Dengan kata lain, pajak desa bukanlah pajak yang dipungut desa untuk kepentingan sendiri, melainkan kewajiban perpajakan dari penggunaan dana desa yang harus dilaporkan sesuai ketentuan (Sitorus et al., 2025). Sehingga, pengertian pajak pada level desa tetap mengacu pada definisi umum pajak, namun pelaksanaannya melekat pada kegiatan administrasi desa. Pajak juga dipahami sebagai salah satu instrumen redistribusi pendapatan, di mana dana yang dikumpulkan akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan fasilitas publik, termasuk pembangunan desa (Utomo & Nurhidayati, 2022). Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian pajak menjadi dasar bagi aparat desa untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.
2.1.2 [bookmark: _bookmark17]Fungsi dan Peranan Pajak dalam Pembangunan

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair (sebagai sumber penerimaan negara) dan fungsi regulerend (sebagai alat pengatur). Fungsi budgetair berarti pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk penyediaan dana desa yang menjadi salah satu instrumen pembangunan daerah (Slamet et al., 2025). Melalui pajak, negara memperoleh pendapatan yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan sarana, prasarana, serta pemberdayaan masyarakat desa. Fungsi regulerend berarti pajak digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat (Hasanah & Hosil, 2025). Misalnya, pemberlakuan pajak tertentu untuk mendorong investasi atau membatasi konsumsi barang  tertentu.  Dalam  konteks  desa,  pajak  berperan  dalam  memastikan


penggunaan dana desa sesuai ketentuan agar tercipta keteraturan administrasi dan disiplin anggaran.
Peranan pajak dalam pembangunan desa juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap tata kelola keuangan desa. Dengan adanya kewajiban pajak, pemerintah desa dituntut lebih tertib dalam pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran (Arimanondang et al., 2022). Hal ini mendukung terciptanya prinsip good governance di tingkat lokal, khususnya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, pajak memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang taat pajak berhak menuntut pelayanan publik yang baik, termasuk pembangunan desa yang lebih merata. Dengan demikian, pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga alat pembangunan sosial dan demokrasi.
2.1.3 [bookmark: _bookmark18]Pajak Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD harus mematuhi ketentuan perpajakan. Bendahara desa bertindak sebagai pemungut pajak sekaligus wajib pajak bendahara yang memiliki kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
Jenis-jenis pajak yang melekat dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1. PPh Pasal 21, dipotong atas pembayaran honor atau gaji tenaga kerja tertentu.
2. PPh Pasal 22, dipungut atas kegiatan tertentu dalam pengadaan barang.


3. PPh Pasal 23, dipotong atas pembayaran jasa tertentu seperti jasa konsultan.

4. PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final), berlaku pada transaksi sewa tanah/bangunan atau kegiatan jasa konstruksi.
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenakan pada pembelian barang dan jasa kena pajak.
6. Bea Materai, digunakan pada dokumen transaksi tertentu.

Kewajiban pajak ini harus dijalankan dengan disiplin oleh bendahara desa. Apabila tidak dilakukan, dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana, serta menghambat proses penyaluran dana desa berikutnya (Fitri, 2022). Oleh karena itu, pajak desa menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai aturan. Selain aspek kepatuhan hukum, pelaporan pajak desa juga memperkuat kepercayaan masyarakat. Laporan yang jelas dan transparan menunjukkan bahwa pemerintah desa mengelola dana publik dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan desa secara keseluruhan (Utomo & Nurhidayati, 2022).
2.2 [bookmark: _bookmark19]Regulasi Perpajakan Desa

2.2.1 [bookmark: _bookmark20]Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Regulasi perpajakan desa merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini penting karena dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perpajakan. Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil tetap


tunduk pada aturan perpajakan nasional, sehingga bendahara desa memiliki kewajiban hukum yang sama dengan bendahara instansi pemerintah lainnya.
Regulasi perpajakan yang berlaku di desa terutama bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta ketentuan teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan landasan hukum utama dalam tata kelola keuangan desa. Regulasi ini menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Di dalamnya dijelaskan bahwa setiap transaksi penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan secara administratif, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada belanja desa.
Beberapa poin penting terkait pajak dalam Permendagri 20/2018 antara lain:

1. Bendahara desa wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak yang dipungut harus segera disetorkan ke kas negara atau daerah melalui bank persepsi atau pos persepsi.
3. Pajak yang telah dipotong/disetor wajib dilaporkan secara berkala sesuai jadwal pelaporan pajak.
4. Keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menghambat penyaluran dana desa tahap berikutnya.


Dengan demikian, Permendagri 20/2018 menegaskan bahwa pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan keuangan desa. Hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas publik agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
2.2.2 [bookmark: _bookmark21]Jenis-Jenis Pajak dalam Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa jenis pajak yang wajib dipotong, dipungut, dan disetor oleh bendahara desa. Pajak-pajak tersebut meliputi:
a. PPh Pasal 21: Dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Contoh: pembayaran honor tenaga ahli, narasumber, atau perangkat kegiatan.
b. PPh Pasal 22: Dipungut atas transaksi pembelian barang tertentu oleh bendahara desa dari penyedia barang. Contoh: pengadaan bahan bangunan untuk proyek infrastruktur desa.
c. PPh Pasal 23: Dipotong atas pembayaran jasa tertentu seperti jasa konsultan, jasa perencanaan, atau jasa pengawasan pembangunan. Contoh: pembayaran jasa konsultan perencana pembangunan jalan desa.
d. PPh Final (Pasal 4 ayat 2): Dikenakan atas transaksi yang bersifat final, seperti sewa tanah/bangunan atau pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi. Contoh: proyek pembangunan gedung serbaguna di desa.
e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dikenakan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang disediakan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Contoh: pembelian material dari toko yang sudah PKP.


f. Bea Materai: Dipungut atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau transaksi di atas nominal tertentu. Contoh: kontrak kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga.
Kepatuhan terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak tersebut merupakan indikator profesionalisme bendahara desa dalam mengelola keuangan desa.
2.2.3 [bookmark: _bookmark22]Kewajiban Bendahara Desa dalam Pelaporan Pajak

Bendahara desa memiliki peran sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan desa. Kewajiban tersebut mencakup (Astuti et al., 2025):
a. Melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

b. Menyetorkan Pajak ke Kas Negara/Daerah

c. Membuat Bukti Pemotongan/Pungutan Pajak

d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pajak

e. Menjaga Arsip Dokumen Pajak
Kewajiban ini menegaskan bahwa bendahara desa tidak hanya bertugas sebagai pengelola administrasi keuangan, tetapi juga sebagai ujung tombak kepatuhan perpajakan desa. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam tata kelola keuangan desa (Surbakti et al., 2025).


2.3 [bookmark: _bookmark23]Akuntabilitas

2.3.1 [bookmark: _bookmark24]Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban yang menekankan kewajiban pihak pengelola sumber daya publik untuk memberikan laporan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun otoritas yang berwenang. Menurut (Sukma & Della Nabila, 2025) akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban entitas publik untuk menjelaskan dan melaporkan kinerja, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan, secara terbuka kepada pihak yang memiliki hak atas informasi tersebut. Dalam konteks desa, akuntabilitas berarti pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, termasuk kewajiban perpajakan, agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas bukan hanya aspek administratif, tetapi juga moral, karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2.3.2 [bookmark: _bookmark25]Dimensi dan Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki beberapa dimensi penting yang dapat dijadikan dasar pengukuran dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pelaporan pajak desa. Menurut (Arimanondang et al., 2022) dan (Murtiani et al., 2023), dimensi akuntabilitas meliputi:
a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Legal and Honesty Accountability): kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.


b. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability): efisiensi, efektivitas, dan ketepatan pengelolaan sumber daya.
c. Akuntabilitas Program (Program Accountability): sejauh mana program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
d. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability): pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil agar sesuai dengan kepentingan publik.
e. Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability): kejelasan penggunaan dana dan pelaporan keuangan yang transparan.
Indikator akuntabilitas dapat dilihat dari aspek kejelasan aturan, ketepatan waktu pelaporan, transparansi informasi, dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan (Sitorus et al., 2025). Jika indikator tersebut terpenuhi, maka pelaporan pajak desa dapat dikatakan akuntabel.
2.3.3 [bookmark: _bookmark26]Tujuan Akuntabilitas

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Beberapa tujuan spesifik akuntabilitas antara lain (Dewi & Diatmika, 2025):
1. Menjamin transparansi dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Memberikan jaminan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peraturan dan peruntukannya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparat desa.

4. Mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

5. Menjadi mekanisme kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.


6. Menjadi sarana evaluasi dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan desa di masa depan.
Dengan demikian, akuntabilitas dalam pelaporan pajak desa bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan desa yang baik.
2.3.4 [bookmark: _bookmark27]Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki peranan penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa. Beberapa manfaat akuntabilitas menurut (Utomo & Nurhidayati, 2022) adalah:
1. Meningkatkan Kepercayaan Publik – masyarakat lebih percaya jika pemerintah desa terbuka dalam penggunaan anggaran dan pelaporan pajak.
2. Mengurangi Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Dana – dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, ruang untuk praktik tidak jujur dapat diminimalkan.
3. Memperkuat Transparansi Informasi – laporan keuangan dan pajak desa menjadi lebih mudah dipahami masyarakat.
4. Mendorong Kinerja Aparat Desa – akuntabilitas menuntut aparat desa bekerja lebih profesional.
5. Sebagai Alat Evaluasi – laporan akuntabel dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa depan.
6. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa – akuntabilitas memastikan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai tujuan pembangunan.


Dengan demikian, penerapan akuntabilitas dalam pelaporan pajak desa bukan hanya kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.


2.4 [bookmark: _bookmark28]Efektivitas

2.4.1 [bookmark: _bookmark29]Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Steers (1985), efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi berhasil melaksanakan tugas pokoknya dan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Sementara itu, (Moelyono & Rosmiyanti, 2022) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian hasil yang diharapkan tanpa memperhitungkan jumlah sumber daya yang digunakan. Dalam konteks pemerintahan desa, efektivitas pelaporan pajak berarti sejauh mana kewajiban perpajakan desa dapat dilakukan dengan tepat waktu, sesuai aturan, dan menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi proses pertanggungjawaban publik (Hutasoit et al., 2023). Efektivitas juga mencerminkan kesesuaian antara target yang ditentukan (misalnya kewajiban pelaporan bulanan) dengan hasil yang dicapai (laporan benar-benar disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan).
2.4.2 [bookmark: _bookmark30]Indikator Efektivitas

Efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator yang menggambarkan tercapainya tujuan organisasi atau program. (Dewi & Diatmika, 2025; Hasanah & Hosil, 2025), indikator efektivitas antara lain:


a. Ketepatan Waktu – pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
b. Kesesuaian dengan Rencana – hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan dan tujuan awal yang telah ditetapkan.
c. Kualitas Hasil – output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.
d. Pencapaian Target – tujuan yang dirumuskan dapat dicapai secara penuh atau mendekati.
e. Kemanfaatan Hasil – keberhasilan suatu program memberikan dampak positif bagi stakeholder atau masyarakat.
Dalam pelaporan pajak desa, indikator efektivitas dapat dilihat dari ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak, kesesuaian dengan ketentuan perpajakan, kualitas dokumen yang dilaporkan, serta manfaat laporan sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban (Oktavia, 2023).
2.4.3 [bookmark: _bookmark31]Tujuan Efektivitas
Tujuan utama efektivitas adalah memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konteks pelaporan pajak desa, tujuan efektivitas meliputi:
a. Menjamin bahwa pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Meningkatkan kepatuhan aparat desa terhadap kewajiban perpajakan.

c. Mengoptimalkan fungsi laporan pajak sebagai alat kontrol dan pengawasan keuangan desa.


d. Menghindari keterlambatan dan kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi administratif.
e. Memberikan kepastian hukum bahwa dana desa dikelola sesuai ketentuan.
Dengan tercapainya tujuan efektivitas, pelaporan pajak desa dapat berfungsi optimal sebagai sarana akuntabilitas publik.
2.4.4 [bookmark: _bookmark32]Manfaat Efektivitas

Efektivitas yang tercapai dalam suatu organisasi atau program akan memberikan berbagai manfaat, baik secara internal maupun eksternal. Beberapa manfaat efektivitas menurut (Lestari & Selfiani, 2025; Mauni, 2025) antara lain:
a. Meningkatkan Kinerja Organisasi – kegiatan yang efektif akan mendorong tercapainya hasil yang optimal.
b. Mengurangi Biaya Kesalahan – laporan yang tepat dan sesuai aturan akan menghindarkan desa dari denda atau sanksi pajak.
c. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder – masyarakat dan pemerintah pusat/daerah akan lebih percaya pada pemerintah desa.
d. Mempermudah Evaluasi – efektivitas membantu menilai apakah program yang dijalankan sesuai dengan tujuan.
e. Mendukung Akuntabilitas – efektivitas pelaporan pajak memperkuat prinsip transparansi dan pertanggungjawaban.
f. Mengoptimalkan Pembangunan Desa – ketika kewajiban perpajakan berjalan efektif, pencairan dana desa tidak terhambat dan pembangunan dapat berlanjut.


Dengan demikian, efektivitas dalam pelaporan pajak desa bukan hanya soal menjalankan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa laporan tersebut benar-benar memberi dampak positif bagi tata kelola keuangan desa serta kesejahteraan masyarakat.
2.5 [bookmark: _bookmark33][bookmark: _bookmark34]Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
(Tahun)
	Judul
Penelitian
	Tujuan
Penelitian
	Metode
Penelitian
	Hasil
Penelitian
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Arimanonda ng et al. (2022)
	Analisis
Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) di Desa
Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
	


Mengetahui seperti apa transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa
Jembayan
	






Kualitatif Deskriptif
	
Akuntabilitas pengelolaan APBDes di
Desa Jembayan telah
dilaksanakan dengan baik sesuai Permendagri
No. 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

	






2
	





Oktavia & Desmiwerita (2023)
	


Analisis
Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Gunung
Medan
Kecamatan Sitiung
Kabupaten Dharmasraya
	


Mengetahui pengelolaan, pemanfaatan,
pengalokasian dana desa,
serta faktor penghambat dalam
pengelolaan dana desa
	






Deskriptif Kualitatif
	(1) Pengelolaan
dana desa sudah sesuai aturan,
(2) Dana
dialokasikan untuk infrastruktur, ketahanan
pangan, pariwisata,
pemberdayaan masyarakat, BLT, (3)
Hambatan:
kegiatan tidak terlaksana
sesuai waktu


Disambung ke halaman berikutnya
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	Peneliti (Tahun)
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	Tujuan Penelitian
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Fitri et al. (2022)
	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun
2018 (Studi Kasus di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten
Deli Serdang)
	



Mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Ujung Rambe
	





Kualitatif Deskriptif
	Perencanaan
keuangan desa tidak sesuai Permendagri No. 20 Tahun
2018 Pasal 34
ayat 1;
Rancangan APBDes terlambat
disampaikan (7 hari, seharusnya 3 hari)

	





4
	





Andriana (2020)
	
Kepatuhan Bendahara Desa dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dalam Perspektif Theory of Planned
Behavior
	


Menggali permasalahan yang dihadapi Bendahara Desa dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan
	





Kualitatif Deskriptif Eksploratif
	Sebagian besar desa belum
patuh. Faktor penyebab: (1)
sikap bendahara belum
memahami pentingnya
pajak, (2) norma subjektif dari lingkungan
sekitar, (3) persepsi bahwa kewajiban pajak
rumit

	



5
	


Hutasoit et al. (2023)
	Analisis
Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi
Kecamatan Sunggal Kabupaten
Deli Serdang
	Mengetahui dan
menganalisis kesesuaian
pengelolaan
keuangan desa dengan asas
keuangan desa
	


Kualitatif Deskriptif
	Pengelolaan
keuangan desa dari
perencanaan hingga
pertanggungjaw aban sesuai Permendagri No. 20 Tahun
2018


Disambung ke halaman berikutnya


	No
	Peneliti (Tahun)
	Judul
Penelitian
	Tujuan Penelitian
	Metode Penelitian
	Hasil
Penelitian

	





6
	




Damariyanti & Nurul
Fathah (2023)
	



Analisis Penerapan Perpajakan dalam
Pengelolaan Dana Desa
	Menganalisis implementasi perpajakan
dalam
pengelolaan dana desa
serta faktor penyebab kegagalan bendahara desa dalam
pemotongan dan
pemungutan pajak
	





Kualitatif Deskriptif
	
Implementasi perpajakan dana desa di Desa
Semono (2019–
2021) belum sesuai aturan Dirjen Pajak; bendahara
belum optimal dalam
pemungutan dan pelaporan pajak

	






7
	





Loupatty & Usmany (2023)
	Analisis
Faktor-Faktor yang
Mempengaru hi Kepatuhan Bendahara Desa dalam Kewajiban
Pembayaran Pajak Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kairatu
Kabupaten Seram Bagian
Barat)
	
Menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kesadaran
aparatur pemerintah
desa terhadap kepatuhan
pajak
	





Kuantitatif Deskriptif
	
Sosialisasi perpajakan tidak
berpengaruh signifikan, sedangkan
pemahaman pajak dan kesadaran
aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan pajak


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025


2.6 [bookmark: _bookmark35]Kerangka Pikir
[image: A diagram of a company  AI-generated content may be incorrect.]
[bookmark: _bookmark36]Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pajak desa yang bersumber dari dana desa memiliki kewajiban untuk dilaporkan secara tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, kewajiban pelaporan ini masih menghadapi permasalahan yang terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antar perangkat desa. Kondisi ini sering menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan maupun penyampaian laporan pajak.


Dari sisi akuntabilitas, terdapat tiga aspek utama yang harus dijalankan, yaitu:

(1) pertanggungjawaban aparatur desa atas pengelolaan dana desa, (2) transparansi dalam pencatatan maupun penyampaian laporan pajak, serta (3) kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, dari sisi efektivitas, pelaporan pajak harus memenuhi unsur (1) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, (2) kesesuaian dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta (3) tercapainya tujuan pelaporan, yaitu mendukung kelancaran pengelolaan dana desa dan pembangunan desa.
Akuntabilitas dan efektivitas yang dijalankan dengan baik akan meningkatkan kualitas pelaporan pajak desa. Laporan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga keterbukaan, kejelasan, dan konsistensi aparatur desa dalam melaksanakan kewajibannya.
Selanjutnya, kualitas pelaporan yang terjaga akan memperkuat pelaksanaan aspek akuntabilitas dan efektivitas secara berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya bermuara pada terciptanya tata kelola keuangan desa yang baik, yang berlandaskan transparansi, tanggung jawab, kepatuhan, ketepatan, dan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan.


[bookmark: _bookmark37]BAB III

METODE PENELITIAN


3.1. [bookmark: _bookmark38]Rencana Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara rinci bagaimana pemerintah desa, khususnya aparat yang berwenang, melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Sujarweni (2022), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, sehingga data yang diperoleh lebih kontekstual dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali informasi komprehensif terkait praktik pelaporan pajak desa, baik dari sisi akuntabilitas maupun efektivitas, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi.


3.2. [bookmark: _bookmark39]Setting Penelitian

3.2.1 [bookmark: _bookmark40]Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aparatur pemerintah Desa Damar Makmur, yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan pajak desa.
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3.2.1 [bookmark: _bookmark41]Lokasi Penelitian
[image: ]

[bookmark: _bookmark42]Gambar 3.1 Peta Desa Damar Makmur

Penelitian dilakukan di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena desa tersebut secara aktif melaksanakan pengelolaan dana desa dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
3.2.1 [bookmark: _bookmark43]Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 dengan kurun waktu enam bulan mulai dari 1 Feburari hingga 1 Juli 2025, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data.
3.2.1 [bookmark: _bookmark44]Kegiatan Penelitian
Kegiatan penelitian meliputi: (1) studi pendahuluan, (2) wawancara mendalam, (3) observasi langsung di lapangan, (4) pengumpulan dokumen terkait, serta (5) analisis dan interpretasi data.
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3.3. [bookmark: _bookmark45]Pemilihan Informan

Informan penelitian dipilih dengan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:
[bookmark: _bookmark46]Tabel 3.1 Informan Penelitian

	No
	Informan
	Jabatan
	Uraian Tugas

	

1
	
Kepala Desa (Bapak BT)
	

Kepala Desa
	Penanggung jawab penuh atas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pengelolaan keuangan desa termasuk pelaporan
pajak.

	2
	Sekretaris Desa (Bapak SN)
	Aparatur Desa
	Membantu verifikasi administrasi dan keuangan desa.

	3
	Kaur Keuangan (Bapak GE)
	Aparatur Desa
	Mengelola anggaran,
memotong/memungut pajak, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai regulasi.


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

3.4. [bookmark: _bookmark47]Jenis Data Penelitian

3.4.1 [bookmark: _bookmark48]Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber Sujarweni (2022), data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini data yang berkaitan dengan pelaporan pajak pada desa Damar makmur Kecamatan Tualan Hulu. Data primer yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari wawancara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan.
3.4.2 [bookmark: _bookmark49]Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-


buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder berisi dokumen- dokumen petunjuk pengalokasian dana desa sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi alokasi dana desa Damar Makmur tahun 2022-2023

b. Laporan pelaksanaan APBDes Damar Makmur tahun 2022-2023

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Damar Makmur. Kantor Desa Damar Makmur di Jl. Nilam Sari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia.


3.5. [bookmark: _bookmark50]Metode Pengumpulan data

3.5.1 [bookmark: _bookmark51]Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung (face to face interview) antara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam terkait proses akuntabilitas dan efektivitas pelaporan pajak desa. Wawancara menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih luas. Melalui wawancara, peneliti memperoleh data primer mengenai mekanisme pelaporan pajak, kendala yang dihadapi, serta bentuk pertanggungjawaban dan efektivitas yang dicapai dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa.
3.5.1 [bookmark: _bookmark52]Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang banyak  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2011),


triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Tujuan utama triangulasi adalah meningkatkan kredibilitas penelitian dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui pendekatan yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Denzin (dalam Moleong, 2017) membagi triangulasi ke dalam empat jenis, yaitu:
1. Triangulasi Sumber: Membandingkan dan menguji data dari berbagai sumber informan. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan untuk melihat konsistensi informasi terkait kewajiban perpajakan desa. Setiap informan memiliki peran dan perspektif berbeda, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi.
2. Triangulasi Teknik/Metode: Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, informasi mengenai pelaporan pajak desa tidak hanya diperoleh melalui wawancara dengan Kaur Keuangan, tetapi juga diverifikasi melalui dokumen seperti Buku Kas Umum, Laporan Realisasi Dana Desa, serta bukti setor pajak.
3. Triangulasi Waktu: Data dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Hal ini penting karena kondisi sosial dan administrasi desa dapat berubah, sehingga pengambilan data di waktu berbeda memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.


4. Triangulasi Teori: Data dianalisis dengan menggunakan berbagai perspektif teori. Misalnya, penerapan akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaporan pajak desa dapat dianalisis menggunakan teori tata kelola desa, teori akuntabilitas publik, dan prinsip efektivitas organisasi.
Dengan penerapan keempat bentuk triangulasi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.6. [bookmark: _bookmark53]Kredibilitas Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), dalam penelitian kualitatif suatu temuan atau data dapat dianggap valid apabila tidak terdapat perbedaan antara hasil laporan peneliti dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Kebenaran data dalam penelitian kualitatif bersifat relatif dan tidak tunggal, melainkan jamak, karena dipengaruhi oleh konstruksi pemahaman manusia yang terbentuk dari latar belakang, pengalaman, serta proses mental individu yang berbeda-beda.
Sementara itu, Ilhalauw (2011) menjelaskan bahwa standar keabsahan dalam penelitian kualitatif dapat diuji melalui beberapa aspek, yaitu:
a. credibility, yang berkaitan dengan tingkat keakuratan informasi dan kesesuaian dengan realitas, yang dapat dilakukan dengan cara pengecekan ulang data di lapangan serta penggunaan triangulasi;
b. transferability, yang menekankan pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks lain;
c. dependability, yang menilai apakah hasil penelitian dapat direplikasi atau diulang dalam kondisi dan latar berbeda; serta


d. confirmability, yang menunjukkan objektivitas hasil penelitian, yaitu apabila temuan telah mendapat pengakuan atau kesepakatan dari berbagai pihak.


3.7. [bookmark: _bookmark54]Teknik Analisis Data

3.7.1 [bookmark: _bookmark55]Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh di lapangan menjadi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan akuntabilitas dan efektivitas pelaporan pajak desa dikategorikan berdasarkan tema, seperti kewajiban bendahara desa, mekanisme pelaporan pajak, serta kendala yang dihadapi. Reduksi ini membantu peneliti menghindari data yang tidak relevan sekaligus menajamkan fokus penelitian.
3.7.2 [bookmark: _bookmark56]Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data adalah proses menata dan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, bagan, maupun matriks agar mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan, serta data dokumentasi seperti Buku Kas Umum dan Laporan Realisasi Dana Desa. Penyajian data yang sistematis memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dalam penerapan akuntabilitas dan efektivitas pelaporan pajak desa.


3.7.3 [bookmark: _bookmark57]Conclusion Drawing/Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari hasil reduksi dan penyajian data terus diverifikasi melalui proses triangulasi sumber, teknik, maupun waktu agar diperoleh kesimpulan yang valid. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terkait sejauh mana prinsip akuntabilitas dan efektivitas telah diterapkan dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah desa.


[bookmark: _bookmark58]BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1 [bookmark: _bookmark59]Deskripsi Objek Penelitian
[image: ]
[bookmark: _bookmark60]Gambar 4.1 Kondisi Desa Damar Makmur

Desa Damar Makmur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, serta usaha kecil menengah yang berkembang sesuai dengan potensi lokal. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, pengelolaan dana desa menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik.

34



Dalam hal pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait pelaporan pajak atas penggunaan dana desa, Desa Damar Makmur memiliki kewajiban untuk melaksanakan pencatatan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan peran bendahara desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak yang timbul dari kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.
Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaporan pajak. Akuntabilitas mencakup aspek pertanggungjawaban, transparansi, dan kepatuhan aparat desa dalam mengelola pajak desa, sedangkan efektivitas dilihat dari ketepatan waktu, kesesuaian aturan, serta ketercapaian tujuan pelaporan pajak. Dengan demikian, Desa Damar Makmur menjadi objek yang relevan untuk diteliti, mengingat perannya yang strategis dalam mengimplementasikan tata kelola keuangan desa yang baik. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada kondisi empiris di lapangan mengenai bagaimana perangkat desa, khususnya bendahara desa dan aparatur terkait, menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui kajian ini diharapkan dapat tergambar secara jelas praktik akuntabilitas dan efektivitas pelaporan pajak dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
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4.2 [bookmark: _bookmark61]Detail Informan Penelitian

4.2.1 [bookmark: _bookmark62]Informan 1 (Kepala Desa – Bapak BT)
[image: A person and person sitting at a table  AI-generated content may be incorrect.]

[bookmark: _bookmark63]Gambar 4.2 Dokumentasi Wawancara dengan Informan 1

Bapak BT saat ini berusia 51 tahun dan telah menjabat sebagai Kepala Desa Damar Makmur selama dua periode, yaitu kurang lebih 10 tahun. Dengan pengalaman panjang tersebut, beliau memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pengelolaan keuangan desa. Sebagai penanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Bapak BT dikenal cukup tegas namun tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat maupun perangkat desa. Dalam hal pelaporan pajak, beliau memiliki kewenangan strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Keberadaannya yang cukup lama di posisi ini membuatnya memahami betul dinamika pelaporan pajak, mulai dari kesulitan teknis di lapangan hingga koordinasi dengan instansi terkait.


4.2.2 [bookmark: _bookmark64]Informan 2 (Sekretaris Desa – Bapak SN)
[image: A person sitting at a desk with a person in a yellow jacket  AI-generated content may be incorrect.]

[bookmark: _bookmark65]Gambar 4.3 Dokumentasi Wawancara dengan Informan 2

Bapak SN, yang kini berusia 38 tahun, telah mengabdi sebagai Sekretaris Desa selama kurang lebih 4 tahun. Beliau memiliki latar belakang pendidikan administrasi pemerintahan, sehingga memiliki keahlian dalam mengelola dokumen, melakukan verifikasi, serta menyiapkan laporan-laporan administratif desa. Dalam tugas sehari-hari, Bapak SN berperan penting sebagai penghubung antara Kepala Desa dengan perangkat desa lainnya, terutama dalam hal kelengkapan administrasi keuangan dan pelaporan pajak. Dengan pengalaman yang cukup lama, beliau dikenal teliti, sistematis, dan konsisten dalam melakukan verifikasi administrasi sebelum laporan pajak diajukan ke pihak terkait. Hal ini membuat perannya sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akurasi data pelaporan pajak desa.


4.2.3 [bookmark: _bookmark66]Informan 3 (Kaur Keuangan – Bapak GE)
[image: A person and person sitting at a table  AI-generated content may be incorrect.]

[bookmark: _bookmark67]Gambar 4.4 Dokumentasi Wawancara dengan Informan 3

Bapak GE berusia 43 tahun dan telah menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Damar Makmur selama 10 tahun terakhir. Sebelum menjabat, beliau pernah bekerja sebagai staf administrasi di kecamatan sehingga cukup berpengalaman dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola anggaran desa, Bapak GE memiliki tanggung jawab langsung dalam pemotongan, pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beliau dikenal cekatan dalam menghitung serta menyiapkan dokumen keuangan, serta mampu menyesuaikan diri dengan sistem digital yang mulai diterapkan pemerintah meski usianya sudah lanjut. Dengan usianya yang sudah senior ini, Bapak GE sering kali menjadi penggerak dalam kegiatan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan terutama dalam memberikan pemahaman pada masyarakat. Perannya tidak hanya teknis, tetapi juga memastikan kepatuhan pajak desa selalu berjalan sesuai aturan.


4.3 [bookmark: _bookmark68][bookmark: _bookmark69]Instrumen Penelitian Tabel 4.1 Instrumen Penelitian
	NO
	PRINSIP
	ASPEK
	PERTANYAAN

	








1
	








Akuntabilitas
	

Pertanggungjawaban
	Bagaimana aparat desa memastikan
bahwa laporan pajak yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan instansi pengawas serta mekanisme pertanggung jawabannya seperti apa?

	
	
	

Transparansi
	Sejauh mana informasi terkait
penggunaan dana desa dan pelaporan pajak dibuka kepada masyarakat, dan apa mekanisme yang digunakan untuk menjamin keterbukaan
tersebut?

	
	
	

Kepatuhan
	Apa langkah yang dilakukan
pemerintah desa untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan
dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bagaimana menghadapi kendala bila ada
pelanggaran?

	






2
	






Efektivitas
	
Ketepatan Waktu
	Apa strategi yang dilakukan agar
pelaporan pajak selalu disampaikan tepat waktu, dan bagaimana
mengatasi kendala keterlambatan bila terjadi?

	
	
	

Kesesuaian Aturan
	Bagaimana desa memastikan bahwa
seluruh proses pelaporan pajak
sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan siapa yang
berperan sebagai pengawas internal dalam hal ini?

	
	
	

Tercapainya Tujuan
	Apakah pelaporan pajak yang
dilakukan selama ini sudah mendukung tercapainya tujuan
pengelolaan dana desa yang lebih baik, dan apa indikator utama
keberhasilan yang digunakan?

	

3
	

Pertanyaan Tambahan
	Kendala
	Selama proses pelaporan, apa saja
kendala yang dialami?

	
	
	
Gagasan / Inovasi
	Bagaimana gagasan atau langkah
Anda untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan
permasalahan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu?


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025



4.4 [bookmark: _bookmark70]Hasil Penelitian

4.4.1 [bookmark: _bookmark71]Akuntabilitas

4.4.1.1 Aspek Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pelaporan pajak di Desa Damar Makmur menunjukkan pola yang berlapis, melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga akuntabilitas. Kepala Desa menjadi penanggung jawab utama yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Sekretaris Desa bertugas menjamin keabsahan dokumen administrasi sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Kaur Keuangan melaksanakan aspek teknis mulai dari pemotongan hingga penyetoran pajak. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban terbentuk secara kolektif dan terintegrasi.
“Kalau soal laporan pajak biar bisa dipertanggungjawabkan, biasanya alurnya jelas. Kaur Keuangan setor dan catat, Sekdes susun laporan, terus saya cek terakhir sebelum dikirim. Jadi kalau nanti dipertanyakan masyarakat atau kecamatan, saya bisa bilang semua sudah sesuai dokumen” (02A)
Pada level kebijakan, Kepala Desa berperan penting dalam menjaga arah dan pengawasan. Orientasi pertanggungjawaban yang dipegang bukan hanya sebatas kewajiban regulatif, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Posisi ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa pajak merupakan instrumen kepercayaan publik yang harus dijaga. Kepala Desa memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa selalu disertai bukti setor pajak yang sah. Hal ini mencerminkan adanya upaya


transparansi dalam setiap penggunaan anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas berjalan sejak perencanaan hingga pelaporan akhir.
“Untuk akuntabilitas laporan, saya biasanya ngecek berulang dokumennya. Kwitansi, faktur, bukti setor, dan semuanya harus cocok. Kalau nggak cocok, saya balikin lagi ke Kaur Keuangan sebelum naik ke Kades.” (02B)

Keterangan dari Sekretaris Desa memperjelas fungsi verifikasi dalam mekanisme akuntabilitas pajak di tingkat desa. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Proses pengecekan berulang menunjukkan adanya sistem kontrol internal yang kuat sebelum laporan diteruskan ke Kepala Desa. Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas administratif dibangun melalui disiplin pencocokan bukti dan arsip. Dengan demikian, Sekretaris Desa berperan penting dalam menjaga validitas dan kredibilitas laporan pajak, sekaligus meminimalkan potensi temuan saat audit.
“Untuk keterbukaan, biasanya saya kasih bukti setor buat dibawa ke musyawarah desa. Jadi warga bisa lihat langsung uangnya sudah disetor ke negara.” (02C)

Pernyataan Kaur Keuangan menunjukkan bentuk akuntabilitas teknis yang berorientasi pada transparansi publik. Selain bertanggung jawab dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pencatatan pajak, Kaur Keuangan juga memastikan masyarakat mengetahui bahwa dana telah dikelola sesuai ketentuan. Praktik menyerahkan bukti setor dalam musyawarah desa menjadi simbol keterbukaan sekaligus wujud nyata pertanggungjawaban teknis. Meski terdapat kendala operasional seperti keterlambatan penyetoran atau kendala perbankan, informan menunjukkan  adanya  komitmen  untuk  segera  menyelesaikannya.  Hal  ini


menegaskan	bahwa	akuntabilitas	di	tingkat	pelaksana	dibangun	melalui kedisiplinan dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa.
Kolaborasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban tidak berdiri sendiri. Ketiganya membentuk rantai kerja yang berkesinambungan mulai dari pemotongan hingga pelaporan. Kepala Desa bertugas mengawasi arah kebijakan dan memastikan kepatuhan, Sekretaris Desa mengendalikan mutu administrasi, sementara Kaur Keuangan melaksanakan teknis perpajakan. Pola koordinasi ini menciptakan mekanisme saling mengawasi yang memperkuat akuntabilitas. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, potensi kesalahan dapat diidentifikasi sejak awal. Hal ini membuat sistem pelaporan desa lebih kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari perspektif akuntabilitas publik, pelaporan pajak di Desa Damar Makmur bukan hanya bentuk kepatuhan formal, melainkan juga sarana menjaga legitimasi pemerintah desa. Keterbukaan dalam melaporkan setiap setoran pajak mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Transparansi yang dijaga melalui bukti setor dan dokumen administrasi yang lengkap memperlihatkan keseriusan dalam mengelola dana publik. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan menjaga kepercayaan publik, desa dapat mengurangi potensi konflik atau kecurigaan dari masyarakat. Keberhasilan pelaporan pajak yang akuntabel pada akhirnya mendukung stabilitas sosial.
Meskipun sistem pertanggungjawaban sudah berjalan baik, tetap terdapat tantangan yang harus dihadapi. Kendala teknis dalam penyetoran pajak atau


kelalaian kecil dalam pencatatan masih bisa terjadi. Hal ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang berlapis agar kesalahan tidak berkembang menjadi masalah besar. Peran Kepala Desa sebagai pengawas utama membantu memastikan bahwa kendala segera ditindaklanjuti. Sekretaris Desa juga terus memperketat pengecekan dokumen untuk mengurangi potensi kesalahan administrasi. Dengan upaya kolektif ini, kelemahan yang ada dapat diminimalisir.
Pembahasan ini memperlihatkan bahwa prinsip akuntabilitas di Desa Damar Makmur dijalankan melalui kombinasi tanggung jawab moral, administratif, dan teknis. Kepala Desa menekankan nilai tanggung jawab moral yang menjadi dasar kepercayaan publik. Sekretaris Desa mengedepankan kepastian administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban formal. Kaur Keuangan menjalankan aspek teknis yang memastikan kepatuhan pada prosedur perpajakan. Ketiga dimensi ini saling melengkapi untuk membentuk sistem yang komprehensif. Akuntabilitas tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga berorientasi pada legitimasi sosial.
Berdasarkan hasil wawancara, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur sudah mencerminkan praktik akuntabilitas yang baik. Adanya pembagian peran yang jelas, mekanisme verifikasi berlapis, serta kesadaran moral perangkat desa menjadi kunci keberhasilan. Walaupun masih terdapat kendala teknis, koordinasi intensif di antara perangkat desa mampu menjaga kualitas pelaporan. Hal ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dapat dijaga jika ada sinergi antara pemimpin, administrasi, dan pelaksana teknis. Dengan laporan pajak yang akurat dan tepat waktu, desa berhasil  memperkuat  kepercayaan  masyarakat.  Pertanggungjawaban  dalam


pelaporan pajak menjadi fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas.
4.4.1.2 Aspek Transparansi

Transparansi dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur pada dasarnya sudah diupayakan, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Mekanisme utama yang diterapkan adalah melalui papan pengumuman desa dan forum musyawarah desa sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan sekaligus bagaimana kewajiban perpajakan dipenuhi. Namun, terdapat kendala pada aspek ketepatan waktu pembaruan informasi. Sering kali publikasi dilakukan setelah seluruh laporan administrasi diverifikasi, sehingga keterbukaan informasi cenderung bersifat formal dan prosedural, bukan real-time.
“Untuk keterbukaan ke masyarakat, biasanya lewat musyawarah desa. Di situ laporan dipaparkan, bukti setor juga ditunjukkan. Kadang juga ditempel di papan informasi biar warga bisa baca.” (04A)

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Melalui forum musyawarah desa dan papan pengumuman, Kepala Desa berupaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan pajak desa. Namun, dari kutipan tersebut juga tampak bahwa mekanisme transparansi masih terpusat pada kegiatan formal dan bersifat periodik. Ini menandakan bahwa secara kebijakan, transparansi telah menjadi komitmen, tetapi dalam pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan laporan administratif. Dengan demikian, keterbukaan informasi belum


sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang mengharapkan akses informasi secara cepat dan berkelanjutan.
“Keterbukaan informasi ke warga kita lakukan lewat papan pengumuman sama musyawarah desa. Jadi laporan nggak cuma ditaruh di kantor, tapi dipaparkan ke masyarakat.” (04B)

Keterangan dari Sekretaris Desa memperkuat bahwa transparansi informasi merupakan bagian dari rutinitas administratif desa. Ia memastikan laporan keuangan tersedia dan dapat diakses masyarakat melalui dua jalur utama: pengumuman publik dan pemaparan dalam forum resmi. Namun, pelaksanaan keterbukaan ini sering kali tertunda karena adanya proses verifikasi internal sebelum laporan disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi administratif memang berjalan, tetapi belum efektif dalam memberikan akses informasi secara cepat. Keterlambatan publikasi juga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa desa kurang terbuka, meskipun sebenarnya informasi tetap disampaikan setelah laporan final disetujui.
“Untuk keterbukaan, biasanya saya kasih bukti setor buat dibawa ke musyawarah desa. Jadi warga bisa lihat langsung uangnya sudah disetor ke negara.” (04C)

Dari sisi teknis, pernyataan Kaur Keuangan memperlihatkan bentuk transparansi operasional yang dilakukan melalui penyampaian bukti setor pajak kepada masyarakat. Langkah ini merupakan wujud nyata keterbukaan di tingkat pelaksana, di mana masyarakat dapat melihat langsung bukti transaksi keuangan desa. Namun, karena kewenangan publikasi masih berada di tangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, peran Kaur Keuangan dalam penyampaian informasi menjadi terbatas. Akibatnya, terdapat jeda waktu antara penyetoran pajak dengan publikasi


kepada publik. Pola komunikasi yang hierarkis ini membuat transparansi bersifat satu arah dan belum sepenuhnya partisipatif. Oleh karena itu, meskipun transparansi teknis sudah dijalankan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan koordinasi dan waktu.
Selain faktor birokrasi, transparansi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keterbukaan desa. Banyak warga mengharapkan informasi yang lebih cepat dan akurat terkait penggunaan dana maupun pajak. Namun, perangkat desa lebih menekankan pada kelengkapan administrasi sebelum informasi dipublikasikan. Perbedaan orientasi ini menimbulkan kesenjangan antara harapan publik dengan prosedur pemerintahan desa. Transparansi memang hadir, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan informasi secara real time. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi partisipasi publik belum sepenuhnya terakomodasi.
Dari sisi akuntabilitas, transparansi yang masih sebatas formalitas menimbulkan konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat. Informasi yang terlambat diperbarui dapat memunculkan anggapan bahwa desa tidak sepenuhnya terbuka. Padahal, perangkat desa sebenarnya memiliki komitmen untuk menjaga keterbukaan. Kendala yang muncul lebih banyak terkait teknis dan administratif, bukan pada kemauan untuk menutup-nutupi. Namun, publik sering kali menilai keterlambatan sebagai bentuk ketidaktransparanan. Kondisi ini menegaskan bahwa akuntabilitas membutuhkan konsistensi dalam penyampaian informasi.
Secara kelembagaan, transparansi di Desa Damar Makmur lebih banyak dijalankan melalui mekanisme resmi seperti papan pengumuman dan musyawarah desa. Media ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan kecepatan.


Masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah atau jarang mengakses papan informasi akan kesulitan memperoleh data terkini. Hal ini menimbulkan kesenjangan akses informasi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam memperluas kanal komunikasi yang lebih cepat dan inklusif. Dengan begitu, prinsip transparansi dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Secara umum, transparansi pelaporan pajak di Desa Damar Makmur sudah berjalan, tetapi masih terbatas pada bentuk formalitas. Hambatan utama berasal dari prosedur verifikasi internal, struktur kewenangan, serta keterbatasan media penyampaian informasi. Meski demikian, perangkat desa tetap berusaha menjalankan kewajiban dengan mengumumkan laporan pada forum resmi dan papan informasi. Untuk mencapai transparansi yang lebih ideal, dibutuhkan mekanisme pembaruan data yang lebih cepat, misalnya melalui media digital atau update rutin di papan informasi. Langkah ini akan menjadikan transparansi lebih proaktif dan responsif. Jika hal tersebut diwujudkan, maka akuntabilitas desa akan semakin kuat dan kepercayaan publik dapat terjaga.
Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi di Desa Damar Makmur masih berada pada tahap penguatan praktik. Komitmen perangkat desa sudah ada, namun implementasi menghadapi hambatan struktural dan teknis. Perbaikan sistem publikasi informasi menjadi kunci agar keterbukaan dapat lebih maksimal. Jika transparansi dilakukan secara konsisten dan cepat, maka legitimasi desa di mata masyarakat akan meningkat. Akuntabilitas pun tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai wujud nyata kepercayaan


publik. Dengan demikian, transparansi menjadi fondasi penting dalam tata kelola keuangan desa yang baik.
4.4.1.3 Aspek Kepatuhan

Kepatuhan dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur merupakan aspek yang mendapat perhatian serius dari perangkat desa. Kepala Desa menekankan bahwa setiap transaksi keuangan memiliki konsekuensi pajak yang harus diperhatikan sejak awal. Kesadaran ini menjadi dasar agar perangkat desa memahami bahwa kepatuhan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah desa. Walaupun demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman aturan. Hal ini mengakibatkan sejumlah kewajiban pajak kadang terlewat dan baru diperbaiki setelah ada temuan. Dengan demikian, kepatuhan masih berada pada tahap penguatan kesadaran bersama.
“Supaya kewajiban pajak terpenuhi, saya tekankan ke semua perangkat bahwa setiap kegiatan harus ada bukti setornya. Kalau ada salah setor atau lupa, biasanya langsung diperbaiki. Jangan ditunda- tunda.” (06A)

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan adanya komitmen kuat dalam menegakkan kepatuhan pajak di tingkat pemerintahan desa. Ia berperan sebagai pengarah kebijakan sekaligus pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Fokus utamanya adalah memastikan setiap kegiatan pembangunan memiliki bukti setor pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban. Arahan ini mencerminkan kesadaran bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan desa. Meskipun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan teknis, seperti


koordinasi antarperangkat yang belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Desa Damar Makmur bersifat dinamis didorong oleh kesadaran dan pengawasan pimpinan, tetapi tetap memerlukan evaluasi rutin agar berjalan konsisten.
“Biar kewajiban pajak terpenuhi, saya cocokkan setiap bukti belanja dengan aturan pajak. Kalau ada salah, kita perbaiki bareng Kaur Keuangan sebelum diserahkan.” (06B)

Keterangan dari Sekretaris Desa menegaskan peran pentingnya dalam memastikan kepatuhan melalui proses verifikasi administratif. Ia menjadi penghubung antara kebijakan Kepala Desa dan pelaksanaan teknis oleh Kaur Keuangan. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan mencocokkan setiap transaksi terhadap ketentuan pajak yang berlaku, sehingga kesalahan dapat diperbaiki sebelum laporan diajukan. Proses ini menunjukkan adanya sistem kontrol berlapis yang efektif dalam menjaga akurasi. Namun, informan juga mengakui adanya kendala berupa keterlambatan data dari bagian teknis, yang kadang menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun sistem kepatuhan telah dibangun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi internal.
“Supaya kewajiban pajak terpenuhi, saya selalu potong sesuai kegiatan. Misalnya ada belanja barang, ya ada PPN, ada PPh. Tapi kadang salah hitung atau salah kode pajak, biasanya saya perbaiki dengan setor tambahan.” (06C)

Pernyataan Kaur Keuangan menggambarkan dimensi teknis dari kepatuhan pajak di tingkat operasional. Ia bertanggung jawab langsung terhadap proses pemotongan, perhitungan, dan penyetoran pajak sesuai jenis kegiatan. Ucapan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab tinggi dalam


memastikan setiap transaksi memenuhi ketentuan perpajakan. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap detail regulasi dan koordinasi yang belum optimal sering menimbulkan kesalahan kecil, seperti salah kode atau salah hitung pajak. Meskipun demikian, langkah korektif seperti penyetoran tambahan menjadi bukti adanya mekanisme pemulihan yang dijalankan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan di tingkat teknis bersifat adaptif: tidak selalu bebas dari kesalahan, tetapi ada upaya berkelanjutan untuk memperbaikinya.
Secara umum, pola kepatuhan di Desa Damar Makmur lebih bersifat reaktif daripada preventif. Perangkat desa berupaya memenuhi aturan setelah adanya temuan atau koreksi dari pihak pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk mematuhi aturan sudah ada, tetapi belum sepenuhnya diterapkan sejak tahap perencanaan. Akibatnya, potensi kesalahan masih cukup tinggi. Untuk mengurangi hal tersebut, dibutuhkan peningkatan pemahaman regulasi secara menyeluruh bagi seluruh perangkat. Dengan begitu, kepatuhan dapat berkembang menjadi budaya kerja yang lebih konsisten.
Koordinasi antarperangkat menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Kepala Desa berperan sebagai pengawas, Sekretaris Desa sebagai verifikator, dan Kaur Keuangan sebagai pelaksana teknis. Namun, masih terdapat kendala koordinasi yang menyebabkan laporan tidak sepenuhnya sesuai aturan. Perbedaan waktu dalam penyampaian informasi juga berkontribusi terhadap munculnya kekeliruan. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada sistem kerja sama yang solid. Tanpa koordinasi yang baik, kepatuhan sulit dicapai secara menyeluruh.


Kepatuhan desa juga menunjukkan adanya proses pembelajaran yang berkelanjutan. Setiap kali ada temuan, perangkat desa segera melakukan perbaikan melalui penyetoran susulan atau pembaruan laporan. Proses ini mencerminkan adanya komitmen untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelaporan pajak. Namun, langkah reaktif semacam ini belum cukup untuk membangun kepatuhan jangka panjang. Diperlukan sistem pencegahan yang lebih baik agar kesalahan tidak berulang. Dengan demikian, kepatuhan bisa berkembang dari sekadar koreksi menjadi pencegahan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur sudah dijalankan, tetapi belum sepenuhnya maksimal. Hambatan teknis, keterbatasan pemahaman, serta kurangnya koordinasi menjadi faktor utama yang menghambat. Meski demikian, perangkat desa menunjukkan komitmen untuk selalu memperbaiki kekurangan. Jika komunikasi internal diperkuat dan pemahaman regulasi ditingkatkan, kepatuhan dapat lebih konsisten. Dengan begitu, desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Kepatuhan akhirnya akan menjadi fondasi penting bagi akuntabilitas tata kelola keuangan desa.
4.4.2 [bookmark: _bookmark72]Efektivitas

4.4.2.1 Aspek Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola keuangan desa. Kepala Desa menekankan strategi pembagian tugas yang jelas, di mana Kaur Keuangan bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran pajak, Sekretaris Desa


menyusun laporan, dan dirinya melakukan pengawasan agar dokumen disampaikan sebelum tenggat. Secara konseptual, pola ini mampu menjamin pelaporan tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, koordinasi yang kurang lancar menyebabkan laporan sering terlambat. Dengan demikian, strategi yang ada belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten.
“Tepat waktu memang jadi tantangan. Saya atur pembagian tugas, tapi ya sering juga ada telat karena data dari bawah nggak langsung masuk. Kalau telat, biasanya kita bikin laporan susulan.” (08A)

Pernyataan Kepala Desa menggambarkan bahwa fungsi utamanya dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan pajak lebih berorientasi pada pengawasan dan pembagian tugas. Ia berupaya memastikan perangkat desa menjalankan tanggung jawab administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, kutipan tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aliran data dan komunikasi antarperangkat yang belum optimal. Keterlambatan dari tingkat pelaksana menyebabkan laporan tidak selalu selesai tepat waktu, sehingga harus dilakukan penyusulan. Kondisi ini menandakan bahwa arah kebijakan sebenarnya sudah jelas dan terstruktur, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh koordinasi internal. Dengan demikian, ketepatan waktu di Desa Damar Makmur bersifat situasional dan bergantung pada kemampuan tim dalam mengatasi hambatan teknis di lapangan.
“Tepat waktu itu agak susah karena sering data dari Kaur Keuangan telat masuk. Saya biasanya nyusun draf dulu, nanti dilengkapi begitu data baru turun. Kadang harus lembur juga biar bisa kejar tenggat.” (08B)

Keterangan dari Sekretaris Desa memperjelas bahwa aspek ketepatan waktu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dari bagian keuangan. Ia berperan sebagai penyusun utama laporan dan berusaha menjaga agar laporan selesai


sebelum tenggat waktu. Namun, keterlambatan data menyebabkan proses penyusunan menjadi terburu-buru dan berisiko menimbulkan kesalahan. Langkah antisipatif seperti menyusun draf awal dan melakukan lembur menunjukkan adanya komitmen untuk mempertahankan akuntabilitas, meski dengan keterbatasan kondisi. Situasi ini menggambarkan bahwa mekanisme administrasi desa sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum efisien karena ketergantungan antarbagian yang tinggi. Oleh karena itu, konsistensi ketepatan waktu pelaporan masih menjadi tantangan dalam sistem pengelolaan pajak di desa.
“Ketepatan waktu saya upayakan dengan nyetor segera setelah ada dana. Tapi kadang terhambat pencairan dana yang bertahap atau ngantri lama di bank. Kalau telat, ya saya setor susulan secepatnya.” (08C)

Pernyataan Kaur Keuangan menunjukkan dimensi teknis dari permasalahan ketepatan waktu pelaporan pajak. Ia menegaskan adanya upaya untuk segera melakukan penyetoran setelah kegiatan selesai, namun kendala seperti pencairan dana yang tidak serentak, antrian di bank, atau kendala administratif menyebabkan keterlambatan. Selain itu, penyerahan bukti setor yang tidak segera diteruskan ke Sekretaris Desa memperpanjang rantai waktu penyusunan laporan. Meski demikian, informan menunjukkan sikap tanggung jawab dengan segera melakukan penyetoran susulan dan melengkapi laporan setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan bukan disebabkan oleh kelalaian, tetapi oleh hambatan operasional di luar kendali teknis individu. Dengan demikian, ketepatan waktu dalam pelaporan pajak lebih mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap situasi lapangan daripada sekadar kepatuhan terhadap jadwal formal.


Koordinasi internal antarperangkat menjadi aspek kunci yang menentukan apakah laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Kepala Desa mengakui bahwa setiap perangkat sudah memahami perannya, tetapi implementasi sering terkendala oleh hal-hal kecil seperti penyerahan bukti setor yang tertunda atau revisi mendadak. Sekretaris Desa juga menegaskan bahwa keterlambatan data dari Kaur Keuangan sering menghambat penyusunan laporan. Kondisi ini membuktikan bahwa keterlambatan bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan sistem kerja yang belum sepenuhnya solid. Tanpa koordinasi yang optimal, keterlambatan akan terus berulang.
Ketepatan waktu juga memperlihatkan adanya pola reaktif dalam tata kelola pelaporan pajak. Bila terjadi keterlambatan, perangkat desa biasanya menyampaikan laporan susulan dengan surat keterangan. Pola ini mencerminkan adanya niat untuk bertanggung jawab, namun lebih bersifat menutup kekurangan daripada mencegah terjadinya masalah. Akibatnya, profesionalitas administrasi desa belum sepenuhnya tercermin dari kepatuhan tenggat waktu. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan sistem pencegahan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, ketepatan waktu dapat beralih dari sekadar respons terhadap masalah menjadi budaya kerja yang melekat.
Selain itu, faktor komunikasi horizontal antarperangkat juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu. Aliran informasi yang lambat dari Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa berdampak langsung pada keterlambatan laporan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya keterbukaan data secara real-time. Kepala Desa menekankan pentingnya sinergi, tetapi hambatan komunikasi menunjukkan bahwa


koordinasi belum berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan tepat waktu bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, melainkan juga pola komunikasi yang terstruktur. Dengan demikian, penguatan komunikasi internal menjadi langkah penting.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan pajak di Desa Damar Makmur masih berada dalam tahap perbaikan berkelanjutan. Strategi pembagian tugas, pengawasan, dan penyetoran cepat sudah ada, tetapi hambatan teknis dan komunikasi membuat penerapannya belum maksimal. Solusi yang dilakukan selama ini lebih bersifat reaktif, yaitu laporan susulan dan klarifikasi ke pihak pengawas. Agar ketepatan waktu dapat dicapai secara konsisten, desa perlu memperkuat mekanisme koordinasi, mempercepat aliran informasi, dan memperbaiki sistem pencegahan. Dengan perbaikan tersebut, ketepatan waktu dapat menjadi indikator profesionalitas tata kelola desa yang lebih baik.
4.4.2.2 Aspek Kesesuaian Aturan
Kesesuaian aturan dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas tata kelola keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara, upaya untuk mengikuti aturan sudah dilakukan, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun administratif. Kepala Desa menekankan pentingnya pemeriksaan laporan sebelum diserahkan ke pihak eksternal, tetapi keterbatasan pemahaman perangkat desa membuat kesalahan teknis masih sering terjadi. Mekanisme pengawasan internal sebenarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya kurang konsisten karena keterbatasan


sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan kesesuaian aturan lebih banyak dijaga melalui pembinaan dari kecamatan atau inspektorat. Dengan demikian, efektivitas pengawasan internal dalam menjamin kepatuhan masih tergolong rendah.
“Kalau soal aturan, saya sendiri jujur nggak selalu paham detailnya. Tapi minimal sebelum laporan masuk ke kecamatan, saya periksa dulu. Walau pengawasan internal kita masih lemah karena orangnya terbatas.” (10A)

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan perpajakan belum sepenuhnya menyeluruh di tingkat pimpinan desa. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan fungsi pengawasan akhir untuk memastikan laporan pajak sesuai dengan ketentuan sebelum dikirim ke kecamatan. Upaya ini mencerminkan adanya komitmen terhadap kepatuhan regulatif, walau pengawasan internal masih terbatas karena jumlah personel yang sedikit dan pembagian tugas yang belum ideal. Dengan demikian, kesesuaian terhadap aturan di tingkat kebijakan belum sepenuhnya bergantung pada sistem yang terstruktur, melainkan masih pada inisiatif dan tanggung jawab individu Kepala Desa.
Dari sisi administrasi, kesesuaian aturan sangat dipengaruhi oleh pemahaman perangkat desa terhadap regulasi perpajakan. Sekretaris Desa berusaha membaca dan menyesuaikan laporan dengan aturan yang berlaku, tetapi kompleksitas regulasi membuat proses ini tidak mudah. Perubahan aturan yang sering terjadi juga menimbulkan potensi salah tafsir yang dapat memengaruhi kualitas laporan. Akibatnya, masih ditemukan laporan yang tidak sesuai pada saat audit dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian aturan masih bergantung pada pemahaman individu, bukan pada sistem yang mapan. Dengan


kata lain, efektivitas aspek administrasi dalam memastikan kepatuhan belum tercapai sepenuhnya.
“Kalau soal aturan, jujur sering berubah-ubah. Saya coba ikutin, baca aturan, tanya ke kecamatan kalau bingung. Pengawas internal ya saya sama Kades” (10B)

Keterangan dari Sekretaris Desa memperkuat gambaran bahwa kesesuaian terhadap regulasi sangat bergantung pada pemahaman personal dan adaptasi terhadap perubahan aturan. Ia berperan aktif dalam membaca, menyesuaikan, dan mengklarifikasi regulasi kepada instansi di atasnya ketika terjadi kebingungan. Namun, perubahan regulasi yang cukup sering membuat proses penyusunan laporan tidak selalu konsisten dengan ketentuan terbaru. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan administratif yang baru terdeteksi saat audit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada upaya adaptif, sistem administrasi perpajakan desa belum mampu memberikan kepastian prosedural yang stabil.
Dari sisi administrasi, kesesuaian aturan sangat dipengaruhi oleh pemahaman perangkat desa terhadap regulasi perpajakan. Sekretaris Desa berusaha membaca dan menyesuaikan laporan dengan aturan yang berlaku, tetapi kompleksitas regulasi membuat proses ini tidak mudah. Perubahan aturan yang sering terjadi juga menimbulkan potensi salah tafsir yang dapat memengaruhi kualitas laporan. Akibatnya, masih ditemukan laporan yang tidak sesuai pada saat audit dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian aturan masih bergantung pada pemahaman individu, bukan pada sistem yang mapan. Dengan kata lain, efektivitas aspek administrasi dalam memastikan kepatuhan belum tercapai sepenuhnya.


“Kalau aturan, saya ikuti sebisanya. Tapi sering bingung juga, apalagi kalau jenis pajaknya mirip-mirip. Biasanya saya tanya ke Sekdes atau Kades kalau ragu.” (10C)

Pernyataan Kaur Keuangan menggambarkan kendala di tingkat teknis dalam memastikan kesesuaian pelaporan pajak dengan aturan yang berlaku. Sebagai pelaksana langsung, ia berupaya mengikuti ketentuan yang diketahui, namun masih sering mengalami kesulitan membedakan kategori pajak, terutama ketika jenis kegiatan memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya panduan teknis yang jelas serta keterbatasan komunikasi antarperangkat. Akibatnya, kesalahan dalam penentuan jenis atau besaran pajak kerap baru diperbaiki setelah ada evaluasi dari pihak eksternal. Situasi ini menandakan bahwa kesesuaian aturan di tingkat teknis belum sepenuhnya kuat dan masih sangat bergantung pada arahan dari atasan serta proses klarifikasi informal.
Efektivitas kesesuaian aturan juga dipengaruhi oleh lemahnya fungsi pengawasan internal. Kepala Desa dan Sekretaris Desa sudah memahami peran mereka sebagai pengawas, tetapi keterbatasan waktu dan beban kerja membuat pengawasan tidak maksimal. Kaur Keuangan yang membutuhkan arahan intensif sering tidak mendapatkan bimbingan yang memadai. Akibatnya, laporan yang disusun rawan mengandung kesalahan teknis. Proses audit eksternal kemudian menjadi titik utama dalam mendeteksi ketidaksesuaian aturan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal belum mampu berfungsi sebagai filter awal yang memadai.
Selain pengawasan, koordinasi antar perangkat desa juga memengaruhi kesesuaian aturan. Setiap perangkat memiliki peran berbeda, tetapi komunikasi


yang tidak lancar sering menghambat proses pelaporan. Seharusnya koordinasi yang baik dapat memastikan laporan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya keterpisahan peran yang membuat proses tidak terintegrasi. Akibatnya, hasil laporan tidak selalu konsisten memenuhi ketentuan perpajakan. Dengan demikian, lemahnya koordinasi menjadi faktor yang menurunkan efektivitas kesesuaian aturan.
Faktor sumber daya manusia juga menjadi penentu utama dalam penerapan kesesuaian aturan. Keterbatasan pemahaman mengenai aturan perpajakan menyebabkan perangkat desa sering melakukan kesalahan. Kepala Desa dan Sekretaris Desa berusaha memberikan arahan, tetapi keterbatasan teknis membuat pengawasan tidak selalu efektif. Kaur Keuangan pun sering kebingungan menentukan kategori pajak yang tepat, sehingga akurasi laporan tidak terjamin. Situasi ini memperlihatkan bahwa desa masih berada pada tahap pembelajaran dalam memahami regulasi yang kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat desa merupakan kebutuhan mendesak.
Dari hasil wawancara juga terlihat bahwa kesesuaian aturan lebih bersifat reaktif dibanding proaktif. Kesalahan sering diperbaiki setelah adanya evaluasi eksternal, bukan dicegah sejak awal melalui sistem pengawasan internal. Pola ini membuat efektivitas penerapan aturan tidak konsisten, karena keberhasilan lebih bergantung pada koreksi pihak luar. Mekanisme internal yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali pertama belum berjalan optimal. Hal ini membuat risiko ketidaksesuaian aturan tetap tinggi. Dengan demikian, efektivitas masih rendah dalam mencegah kesalahan sejak dini.


Secara keseluruhan, aspek kesesuaian aturan di Desa Damar Makmur menunjukkan adanya niat untuk mematuhi regulasi, tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal. Niat baik perangkat desa tidak selalu diiringi dengan pemahaman teknis dan administrasi yang memadai. Fungsi pengawasan internal dan koordinasi antar perangkat juga masih lemah, sehingga peran eksternal menjadi penopang utama dalam menjaga kepatuhan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas perangkat desa secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, kesesuaian aturan dapat lebih konsisten terjaga. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan efektivitas tata kelola pajak di tingkat desa.
4.4.2.3 Aspek Tercapainya Tujuan

Aspek tercapainya tujuan dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur menunjukkan bahwa secara umum mekanisme yang ada telah memberikan kontribusi pada tata kelola keuangan desa, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Pelaporan pajak dipandang sebagai bentuk bukti formal yang mendukung legitimasi pengelolaan dana desa. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan laporan sudah membantu memperkuat akuntabilitas di hadapan instansi pengawas. Namun, kualitas pelaporan masih belum konsisten karena sering ditemukan kesalahan teknis. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, efektivitas pelaporan masih perlu diperkuat melalui perbaikan sistem dan peningkatan pemahaman teknis.
“Menurut saya, tujuan pelaporan lumayan tercapai. Dana bisa cair, laporan diterima, dan masyarakat tahu. Indikatornya ya kalau nggak ada tunggakan dan pengawas nggak banyak kasih catatan.” (12A)


Dari perspektif manajerial, tujuan pelaporan pajak dianggap tercapai apabila laporan diterima oleh pihak pengawas tanpa banyak koreksi. Orientasi ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan masih berfokus pada penerimaan formal, bukan pada kualitas substansial pelaporan. Kepala Desa menilai efektivitas laporan dari hasil langsung seperti pencairan dana dan tidak adanya catatan dari pengawas. Meskipun hal ini mendukung kelancaran administrasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, keberhasilan yang dicapai baru pada tataran administratif, sementara sisi substansial seperti akurasi dan analisis pelaporan masih belum optimal.
“Menurut saya, tujuan laporan tercapai kalau laporan bisa diterima tanpa banyak revisi. Indikatornya: arsip lengkap, data cocok, kecamatan oke.” (12B)

Pernyataan Sekretaris Desa menegaskan bahwa efektivitas pelaporan diukur melalui kelengkapan dokumen dan kesesuaian data administratif. Transparansi juga mulai menjadi perhatian, karena laporan pajak dinilai berfungsi membuka akses informasi bagi masyarakat dan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan, meskipun kualitas teknis dokumen masih perlu ditingkatkan. Arsip dan kelengkapan administrasi memang sudah tertata, tetapi kesesuaian data dengan regulasi belum sepenuhnya terjaga. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pencapaian tujuan pelaporan baru bersifat parsial menyentuh aspek formal dan transparansi dasar, namun belum mencapai standar akurasi substantif yang ideal.
“Menurut saya, tujuan laporan tercapai kalau semua bukti setor lengkap dan nggak ada tunggakan. Walau format laporannya kadang masih kurang rapi.” (12C)


Dari sisi teknis, Kaur Keuangan memandang keberhasilan pelaporan pajak dari kelengkapan bukti setor dan tidak adanya tunggakan pajak. Fokus ini menunjukkan orientasi pada pemenuhan kewajiban negara secara langsung. Namun demikian, aspek penyusunan dan kerapian format laporan masih menjadi kelemahan yang berulang. Ketidakteraturan dalam penyajian dokumen menyebabkan proses evaluasi sering menghasilkan catatan perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas teknis pelaporan masih bersifat praktis dan reaktif, belum didukung sistem administrasi yang baku dan terdokumentasi dengan baik.
Jika dianalisis lebih jauh, pencapaian tujuan pelaporan pajak di desa ini masih bersifat sebagian. Laporan sudah berfungsi sebagai bukti kepatuhan, tetapi konsistensi dalam penyajian data belum tercapai. Keberhasilan formal seperti tidak adanya tunggakan dan keteraturan arsip tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas substansi laporan. Kesalahan teknis yang terus berulang menunjukkan lemahnya pemahaman regulasi. Hal ini membuat tujuan pelaporan hanya terwujud di permukaan, sementara aspek mendalam masih terabaikan. Dengan begitu, efektivitas masih belum optimal secara menyeluruh.
Terdapat pula kesenjangan antara niat perangkat desa dengan kemampuan teknis yang dimiliki. Niat untuk mematuhi aturan dan mencapai tujuan pelaporan sebenarnya kuat, namun keterbatasan pemahaman menghambat hasil yang diharapkan. Kondisi ini membuat desa lebih mengandalkan evaluasi dari pihak eksternal sebagai mekanisme koreksi. Padahal, tujuan ideal adalah tercapainya efektivitas melalui mekanisme internal yang kuat. Ketergantungan pada koreksi


eksternal menandakan bahwa tujuan belum sepenuhnya mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas internal agar tujuan tercapai lebih konsisten.
Koordinasi antarperangkat desa juga berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pelaporan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan memiliki indikator yang berbeda dalam menilai keberhasilan. Ketidakselarasan indikator ini menyebabkan hasil pelaporan tidak selalu sesuai dengan standar yang sama. Akibatnya, tujuan yang ingin dicapai menjadi terfragmentasi. Hal ini menunjukkan perlunya penyamaan persepsi agar pelaporan berjalan dengan arah yang lebih jelas. Dengan begitu, efektivitas tujuan dapat terwujud secara terpadu.
Secara keseluruhan, pelaporan pajak di Desa Damar Makmur sudah menunjukkan kontribusi nyata terhadap tata kelola keuangan desa, tetapi belum maksimal dalam mencapai tujuan utama. Indikator keberhasilan yang ada mulai dari penerimaan laporan oleh pengawas, keteraturan arsip, hingga kelengkapan bukti setor masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dilakukan pelatihan, bimbingan teknis, serta penyamaan persepsi antarperangkat desa. Dengan langkah tersebut, tujuan pelaporan tidak hanya tercapai secara formal, tetapi juga substansial. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola dana desa secara berkelanjutan.


4.4.3 [bookmark: _bookmark73][bookmark: _bookmark74]Pola dan Konsep Penelitian Tabel 4.2 Pola dan Konsep Penelitian
	No.
	Persoalan Penelitian
	Pola dan Konsep

	1
	Penerapan Prinsip
Akuntabilitas
	Akuntabilitas dalam pelaporan pajak desa dijalankan
melalui pembagian tugas yang jelas antara Kepala Desa,
Sekdes, dan Kaur Keuangan. Terdapat mekanisme
pemeriksaan dokumen, penyetoran pajak, dan verifikasi laporan sebelum disampaikan ke kecamatan atau
inspektorat. Namun, praktik akuntabilitas belum berjalan optimal karena keterbatasan pemahaman
regulasi dan koordinasi antarperangkat, sehingga masih terjadi kesalahan teknis dan laporan sering perlu
perbaikan.

	2
	Penerapan Prinsip
Efektivitas
	Efektivitas dicapai dengan adanya laporan pajak yang
dapat menjadi bukti bahwa dana desa dikelola sesuai aturan negara. Laporan tersebut mendukung
transparansi dan memastikan pajak benar-benar disetor. Indikator efektivitas ditunjukkan dengan keteraturan arsip, kelengkapan dokumen, serta diterimanya laporan tanpa banyak catatan. Walaupun begitu, efektivitas
belum maksimal karena keterlambatan laporan, kesalahan administrasi, dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan.

	3
	Kendala penerapan
prinsip akuntabilitas dan efektivitas
	Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman
perangkat desa terhadap aturan pajak, lemahnya
komunikasi antarperangkat, dan masalah teknis seperti keterlambatan penyetoran atau penyerahan bukti setor. Selain itu, keterbatasan waktu dan kesalahan dalam menentukan jenis pajak juga menjadi hambatan.
Kondisi ini menyebabkan laporan sering tidak tepat waktu, tidak sesuai format, dan menimbulkan catatan koreksi dari pengawas.

	4
	Gagasan / langkah
perbaikan
	Langkah perbaikan yang diusulkan antara lain
peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis perpajakan, penguatan koordinasi antarperangkat melalui sistem komunikasi lebih terjadwal, serta
penerapan mekanisme monitoring internal yang lebih ketat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi
seperti aplikasi keuangan desa dapat membantu mempercepat pencatatan dan penyusunan laporan.
Dengan perbaikan ini, diharapkan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dapat tercapai secara lebih konsisten.


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025


4.5 [bookmark: _bookmark75]Pembahasan

4.5.1 [bookmark: _bookmark76]Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur pada dasarnya diwujudkan melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antarperangkat desa. Kepala Desa berfungsi sebagai penanggung jawab utama, Sekretaris Desa sebagai penyusun laporan, dan Kaur Keuangan sebagai pelaksana teknis pemotongan dan penyetoran pajak. Dengan struktur ini, setiap tahap pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara hierarkis. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme formal sudah tersedia, akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan pemahaman teknis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Susanto (2021) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas desa masih sering terkendala oleh kapasitas aparatur dalam memahami regulasi keuangan. Dengan kata lain, sistem akuntabilitas sudah ada, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan pada tingkat kompetensi sumber daya manusia.
Selain pembagian peran, akuntabilitas juga tercermin dalam adanya mekanisme pemeriksaan dan verifikasi laporan sebelum disampaikan ke tingkat kecamatan atau inspektorat. Proses ini berfungsi sebagai bentuk kontrol internal agar laporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Pratiwi (2020), keberadaan mekanisme verifikasi internal menjadi kunci dalam menjaga keakuratan laporan keuangan desa. Namun, di Desa Damar Makmur mekanisme ini belum maksimal karena keterbatasan koordinasi antarperangkat desa. Kondisi ini membuat laporan pajak sering membutuhkan revisi setelah diperiksa oleh lembaga


pengawas. Dengan demikian, akuntabilitas formal sudah ada, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi dan pengawasan berlapis.
Akuntabilitas juga berhubungan erat dengan transparansi, karena keduanya saling mendukung dalam membangun tata kelola desa yang baik. Di Desa Damar Makmur, akuntabilitas pelaporan pajak menjadi dasar untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar dikelola sesuai dengan aturan negara. Hasil penelitian Hidayat (2019) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan pajak secara konsisten cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan ini lahir karena adanya bukti nyata bahwa kewajiban pajak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Namun, jika akuntabilitas tidak berjalan dengan baik, potensi menurunnya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya risiko sanksi administratif sangat besar. Oleh karena itu, akuntabilitas bukan hanya menyangkut administrasi internal, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi sosial desa di mata warganya.
Dari perspektif regulasi, penerapan akuntabilitas di Desa Damar Makmur juga berkaitan dengan kemampuan desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Perubahan sistem pembayaran pajak, misalnya melalui e-billing, menuntut aparatur desa untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Penelitian oleh (Hasanah & Hosil, 2025) menekankan bahwa adaptasi terhadap kebijakan baru merupakan indikator penting akuntabilitas kelembagaan. Desa Damar Makmur telah berusaha mengikuti kebijakan baru, namun keterbatasan pemahaman teknis membuat proses adaptasi sering berjalan lambat. Akibatnya, pelaporan pajak kadang tidak selesai tepat waktu atau harus direvisi ulang. Hal ini


menunjukkan bahwa akuntabilitas masih menghadapi tantangan serius dalam konteks perubahan regulasi yang dinamis.
Selain faktor teknis, budaya organisasi di tingkat desa juga memengaruhi sejauh mana akuntabilitas dapat ditegakkan. Budaya kerja yang mengutamakan kedisiplinan, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab menjadi landasan bagi terciptanya akuntabilitas yang berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh (Arimanondang et al., 2022) menemukan bahwa desa dengan budaya kerja kolektif lebih mampu menjaga akuntabilitas karena setiap perangkat memiliki kesadaran yang sama terhadap kewajiban pelaporan. Di Desa Damar Makmur, budaya organisasi masih terhambat oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antarperangkat. Kondisi ini membuat beban akuntabilitas cenderung terpusat pada individu tertentu, sehingga rentan terjadi kesalahan. Dengan memperbaiki budaya kerja, akuntabilitas dapat berjalan lebih merata dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang aparatur.
Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Sistem formal berupa pembagian tugas, mekanisme verifikasi, dan adaptasi regulasi sudah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan sumber daya manusia. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa permasalahan akuntabilitas desa umumnya berakar pada keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, memperkuat mekanisme kontrol internal, dan membangun budaya kerja yang menekankan tanggung jawab


kolektif. Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Damar Makmur berpotensi meningkatkan akuntabilitas pelaporan pajak sehingga mendukung pengelolaan dana desa yang lebih transparan, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.
4.5.2 [bookmark: _bookmark77]Penerapan Prinsip Efektivitas

Efektivitas dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur dapat dilihat dari sejauh mana laporan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memastikan kepatuhan hukum, transparansi penggunaan dana, dan akurasi administrasi. Efektivitas menuntut agar setiap tahapan proses pelaporan berjalan sesuai jadwal, minim kesalahan, dan menghasilkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, efektivitas diukur melalui indikator seperti ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan bukti setor, dan kesesuaian dengan regulasi. Namun, capaian efektivitas di desa ini belum sepenuhnya maksimal karena masih ada keterlambatan dan revisi dari pihak pengawas. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas pelaporan pajak di tingkat desa sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antarperangkat. Dengan demikian, efektivitas pelaporan di Damar Makmur masih bersifat parsial, belum menyeluruh di semua aspek.
Efektivitas pelaporan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis perangkat desa dalam memahami prosedur perpajakan. Aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai akan lebih mampu menyusun laporan yang sesuai aturan tanpa memerlukan banyak revisi. Di Desa Damar Makmur, keterbatasan pemahaman teknis sering menjadi penyebab kurang efektifnya pelaporan, terutama dalam menentukan jenis pajak dan kode akun yang tepat.


Menurut penelitian Fauziah (2019), efektivitas sistem pelaporan di desa sangat erat kaitannya dengan kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi administrasi. Artinya, tanpa peningkatan kapasitas aparatur, efektivitas sulit tercapai meskipun prosedur formal sudah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan pendampingan teknis sangat penting. Dengan cara ini, desa dapat meminimalisasi kesalahan dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.
Selain kemampuan teknis, efektivitas pelaporan juga ditentukan oleh alur komunikasi antarperangkat desa. Komunikasi yang lancar antara Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa menjadi prasyarat agar dokumen dan bukti setor dapat diproses tepat waktu. Di Desa Damar Makmur, hambatan komunikasi sering membuat laporan tertunda karena ada data yang tidak segera disampaikan. Penelitian oleh Widodo (2021) menegaskan bahwa efektivitas tata kelola desa tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, tetapi juga pada koordinasi internal yang terjalin antarperangkat. Kurangnya koordinasi menyebabkan proses pelaporan menjadi lambat dan berulang, sehingga mengurangi efektivitas. Oleh karena itu, membangun sistem komunikasi yang lebih terstruktur, misalnya melalui rapat rutin dan penggunaan media digital, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas.
Efektivitas juga berhubungan erat dengan pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan pajak. Penggunaan aplikasi e-billing dan sistem administrasi digital semestinya dapat mempercepat dan mempermudah penyusunan laporan. Namun, efektivitas ini baru tercapai jika perangkat desa mampu mengoperasikan teknologi tersebut dengan baik. Di Desa Damar Makmur, meskipun sudah ada


upaya menggunakan sistem digital, masih terjadi keterlambatan karena adaptasi belum maksimal. Hal ini konsisten dengan penelitian Fitriani (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital meningkatkan efektivitas pelaporan, tetapi memerlukan dukungan kapasitas SDM dan infrastruktur. Dengan memperluas penggunaan teknologi, efektivitas pelaporan pajak dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun, hal itu harus diiringi dengan pelatihan intensif agar perangkat desa benar-benar menguasai sistem digital.
Efektivitas pelaporan pajak juga mencerminkan sejauh mana laporan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan dan pengambilan keputusan. Laporan yang efektif tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat evaluasi dalam pengelolaan dana desa. Di Desa Damar Makmur, efektivitas pelaporan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam konteks evaluasi karena fokus masih pada pemenuhan kewajiban formal. Penelitian oleh Arifin (2018) menegaskan bahwa efektivitas laporan keuangan desa berfungsi ganda, yakni memenuhi tuntutan regulasi sekaligus mendukung perencanaan pembangunan. Dengan demikian, efektivitas di Damar Makmur perlu ditingkatkan dengan menjadikan laporan pajak sebagai dasar pengambilan kebijakan keuangan. Jika hal ini terwujud, pelaporan pajak tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan instrumen tata kelola yang lebih strategis.
Secara keseluruhan, penerapan prinsip efektivitas dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur sudah berjalan, tetapi masih menghadapi tantangan teknis, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi. Sistem formal yang ada sebenarnya cukup mendukung, namun implementasinya belum konsisten. Penelitian terdahulu juga


menegaskan bahwa efektivitas di desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur, koordinasi internal, serta dukungan teknologi. Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas harus mencakup pelatihan perangkat desa, penguatan sistem komunikasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital. Dengan langkah tersebut, efektivitas pelaporan pajak akan lebih terjamin dan mampu mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Akhirnya, efektivitas yang kuat akan memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.


[bookmark: _bookmark78]BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 [bookmark: _bookmark79]Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan pajak di Desa Damar Makmur pada dasarnya telah berjalan dengan adanya struktur kerja yang jelas, di mana Kepala Desa berperan sebagai penanggung jawab utama, Sekretaris Desa sebagai verifikator administrasi, dan Kaur Keuangan sebagai pelaksana teknis. Akuntabilitas tampak dari adanya pencatatan, bukti setor, serta penyusunan laporan sesuai aturan, meskipun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pemahaman aparatur terhadap regulasi pajak terbaru dan lemahnya penguasaan teknologi digital. Upaya peningkatan dilakukan melalui koordinasi rutin, evaluasi internal, serta tindak lanjut atas temuan audit, namun masih terdapat ruang perbaikan agar pertanggungjawaban dapat dijalankan lebih konsisten.
Di sisi lain, penerapan prinsip efektivitas dalam pelaporan pajak sudah diupayakan melalui strategi ketepatan waktu, kesesuaian aturan, serta dukungan terhadap tujuan administrasi. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas belum sepenuhnya tercapai karena sering terjadi keterlambatan akibat alur komunikasi yang kurang lancar, keterbatasan koordinasi, serta kesalahan teknis dalam pemotongan dan penyetoran pajak. Meskipun demikian, adanya laporan pajak tetap mendukung transparansi, memperlihatkan komitmen desa untuk patuh, serta menjadi instrumen penting dalam pengawasan dana desa.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaporan pajak di Desa Damar Makmur telah diterapkan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, langkah perbaikan berupa peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi teknologi digital, serta penguatan koordinasi internal perlu terus dilakukan agar pelaporan pajak tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga benar-benar mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif.


5.2 [bookmark: _bookmark80]Saran

Berdasarkan hasil penelitian, di bawah ini adalah beberapa saran yang dapat diterapkan oleh Desa Damar Makmur:
a. Peningkatan kapasitas SDM: Perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan intensif terkait perpajakan dan pengelolaan keuangan, agar pemahaman aturan terbaru lebih baik dan proses verifikasi serta pelaporan pajak lebih cepat dan akurat.
b. Optimalisasi penggunaan teknologi: Pemanfaatan aplikasi pelaporan digital dan e-billing perlu ditingkatkan agar proses administrasi lebih efisien, mengurangi pekerjaan manual, dan meminimalkan risiko keterlambatan atau kesalahan pencatatan.
c. Perbaikan koordinasi internal dan eksternal: Desa sebaiknya memperkuat mekanisme koordinasi antarperangkat desa serta dengan pihak eksternal (kantor pajak, bank persepsi) melalui jadwal rutin, pengingat dini, dan
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komunikasi yang lebih terstruktur, sehingga pelaporan pajak tetap tepat waktu dan sesuai aturan meskipun beban kerja meningkat.
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[bookmark: _bookmark82]LAMPIRAN 1. Guideline Interview
Panduan Wawancara – Pelaporan Pajak Desa Damar Makmur
1. Bagaimana aparat desa memastikan bahwa laporan pajak yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan instansi pengawas serta mekanisme pertanggung jawabannya seperti apa?
2. Sejauh mana informasi terkait penggunaan dana desa dan pelaporan pajak dibuka kepada masyarakat, dan apa mekanisme yang digunakan untuk menjamin keterbukaan tersebut?
3. Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bagaimana menghadapi kendala bila ada pelanggaran?
4. Apa strategi yang dilakukan agar pelaporan pajak selalu disampaikan tepat waktu, dan bagaimana mengatasi kendala keterlambatan bila terjadi?
5. Bagaimana desa memastikan bahwa seluruh proses pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan siapa yang berperan sebagai pengawas internal dalam hal ini?
6. Apakah pelaporan pajak yang dilakukan selama ini sudah mendukung tercapainya tujuan pengelolaan dana desa yang lebih baik, dan apa indikator utama keberhasilan yang digunakan?


[bookmark: _bookmark83]LAMPIRAN 2. Transkrip Wawancara Kepala Desa (Informan 1)

	No. Wawancara
	:
	1

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 1 (BT)

	Usia
	:
	48 tahub

	Jenis Kelamin
	:
	Laki – laki

	Peneliti
	:
	Delvia Asinta

	Tipe Wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari/Tanggal
	:
	1 Februari 2025

	Waktu
	:
	13.00 – 14.00

	Lokasi
	:
	Kantor kepala desa

	Kode
	:
	A



	No
	Insial
	
	Transkrip

	1
	DA
	:
	Bagaimana aparat desa memastikan bahwa laporan pajak yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan instansi pengawas serta mekanisme pertanggung jawabannya
seperti apa?

	2
	BT
	:
	Kalau soal laporan pajak biar bisa dipertanggungjawabkan, biasanya alurnya jelas. Kaur Keuangan setor dan catat, Sekdes susun laporan, terus saya cek terakhir sebelum dikirim. Jadi kalau nanti dipertanyakan masyarakat atau kecamatan, saya bisa bilang semua
sudah sesuai dokumen.

	3
	DA
	:
	Selama ini, menurut bapak, sejauh mana informasi terkait penggunaan dana desa dan pelaporan pajak dibuka kepada masyarakat,  dan  apa  mekanisme  yang  digunakan  untuk
menjamin keterbukaan tersebut?

	4
	BT
	:
	Untuk keterbukaan ke masyarakat, biasanya lewat musyawarah desa. Di situ laporan dipaparkan, bukti setor juga ditunjukkan. Kadang juga
ditempel di papan informasi biar warga bisa baca.

	5
	DA
	:
	Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bagaimana menghadapi
kendala bila ada pelanggaran?

	6
	BT
	:
	Supaya kewajiban pajak terpenuhi, saya tekankan ke semua perangkat bahwa setiap kegiatan harus ada bukti setornya. Kalau ada salah setor atau lupa, biasanya langsung diperbaiki. Jangan ditunda-
tunda.

	7
	DA
	:
	Apa strategi yang dilakukan agar pelaporan pajak selalu
disampaikan tepat waktu, dan bagaimana mengatasi kendala keterlambatan bila terjadi?




	8
	BT
	:
	Tepat waktu memang jadi tantangan. Saya atur pembagian tugas, tapi ya sering juga ada telat karena data dari bawah nggak langsung
masuk. Kalau telat, biasanya kita bikin laporan susulan.

	9
	DA
	:
	Bagaimana desa memastikan bahwa seluruh proses pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan siapa
yang berperan sebagai pengawas internal dalam hal ini?

	10
	BT
	:
	Kalau soal aturan, saya sendiri jujur nggak selalu paham detailnya. Tapi minimal sebelum laporan masuk ke kecamatan, saya periksa dulu. Walau pengawasan internal kita masih lemah karena orangnya
terbatas.

	11
	DA
	:
	Menurut Bapak, apakah pelaporan pajak yang dilakukan selama ini sudah mendukung tercapainya tujuan pengelolaan dana desa yang lebih baik, dan apa indikator utama keberhasilan
yang digunakan?

	12
	BT
	:
	Menurut saya, tujuan pelaporan lumayan tercapai. Dana bisa cair, laporan diterima, dan masyarakat tahu. Indikatornya ya kalau nggak
ada tunggakan dan pengawas nggak banyak kasih catatan.

	13
	DA
	:
	Selama proses pelaporan, apa saja kendala yang dialami?

	14
	BT
	:
	Kendalanya paling sering soal aturan baru yang bikin bingung, sama
komunikasi antarperangkat yang kadang nggak lancar.

	15
	DA
	:
	Bagaimana gagasan atau langkah Anda untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan seperti yang terjadi
beberapa waktu lalu?

	16
	BT
	:
	Kalau saya, solusinya mungkin perlu ada pelatihan rutin buat perangkat soal pajak, terus mulai pakai aplikasi biar lebih cepat dan
rapi.




[bookmark: _bookmark84]LAMPIRAN 3. Transkrip Wawancara Sekretaris Desa (Informan 2)

	No. Wawancara
	:
	2

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 2 (SN)

	Usia
	:
	38 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Laki – laki

	Peneliti
	:
	Delvia Asinta

	Tipe Wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari/Tanggal
	:
	1 Februari 2025

	Waktu
	:
	13.00 – 14.00

	Lokasi
	:
	Kantor kepala desa

	Kode
	:
	B



	No
	Insial
	
	Transkrip

	1
	DA
	:
	Bagaimana aparat desa memastikan bahwa laporan pajak yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan instansi pengawas serta mekanisme pertanggung jawabannya
seperti apa?

	2
	SN
	:
	Untuk akuntabilitas laporan, saya biasanya ngecek berulang dokumennya. Kwitansi, faktur, bukti setor, dan semuanya harus cocok. Kalau nggak cocok, saya balikin lagi ke Kaur Keuangan
sebelum naik ke Kades.

	3
	DA
	:
	Selama ini, menurut bapak, sejauh mana informasi terkait penggunaan dana desa dan pelaporan pajak dibuka kepada masyarakat,  dan  apa  mekanisme  yang  digunakan  untuk
menjamin keterbukaan tersebut?

	4
	SN
	:
	Keterbukaan	informasi	ke	warga	kita	lakukan	lewat	papan pengumuman sama musyawarah desa. Jadi laporan nggak cuma
ditaruh di kantor, tapi dipaparkan ke masyarakat.

	5
	DA
	:
	Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bagaimana menghadapi
kendala bila ada pelanggaran?

	6
	SN
	:
	Biar kewajiban pajak terpenuhi, saya cocokkan setiap bukti belanja dengan aturan pajak. Kalau ada salah, kita perbaiki bareng Kaur
Keuangan sebelum diserahkan.

	7
	DA
	:
	Apa strategi yang dilakukan agar pelaporan pajak selalu
disampaikan tepat waktu, dan bagaimana mengatasi kendala keterlambatan bila terjadi?


Disambung ke halaman berikutnya


	8
	SN
	:
	Tepat waktu itu agak susah karena sering data dari Kaur Keuangan telat masuk. Saya biasanya nyusun draf dulu, nanti dilengkapi begitu
data baru turun. Kadang harus lembur juga biar bisa kejar tenggat.

	9
	DA
	:
	Bagaimana desa memastikan bahwa seluruh proses pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan siapa
yang berperan sebagai pengawas internal dalam hal ini?

	10
	SN
	:
	Kalau soal aturan, jujur sering berubah-ubah. Saya coba ikutin, baca
aturan, tanya ke kecamatan kalau bingung. Pengawas internal ya saya sama Kades.

	11
	DA
	:
	Menurut Bapak, apakah pelaporan pajak yang dilakukan selama ini sudah mendukung tercapainya tujuan pengelolaan dana desa yang lebih baik, dan apa indikator utama keberhasilan
yang digunakan?

	12
	SN
	:
	Menurut saya, tujuan laporan tercapai kalau laporan bisa diterima tanpa banyak revisi. Indikatornya: arsip lengkap, data cocok,
kecamatan oke.

	13
	DA
	:
	Selama proses pelaporan, apa saja kendala yang dialami?

	14
	SN
	:
	Kendala saya paling besar saya rasa selama ini adalah data telat,
aturan rumit, dan kerjaan administrasi banyak banget.

	15
	DA
	:
	Bagaimana gagasan atau langkah Anda untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan seperti yang terjadi
beberapa waktu lalu?

	16
	SN
	:
	Kalau saya, solusinya harus ada sosialisasi rutin dari pajak, dan sistem digital yang nyambung antara Kaur Keuangan dan saya, jadi
nggak nunggu-nunggu data lagi.




[bookmark: _bookmark85]LAMPIRAN 4. Transkrip Wawancara Kaur Keuangan (Informan 3)

	No. Wawancara
	:
	3

	Informan (Inisial)
	:
	Informan 3 (GE)

	Usia
	:
	56 tahun

	Jenis Kelamin
	:
	Laki – laki

	Peneliti
	:
	Delvia Asinta

	Tipe Wawancara
	:
	Semi terstruktur

	Hari/Tanggal
	:
	1 Februari 2025

	Waktu
	:
	13.00 – 14.00

	Lokasi
	:
	Kantor kepala desa

	Kode
	:
	C



	No
	Insial
	
	Transkrip

	1
	DA
	:
	Bagaimana aparat desa memastikan bahwa laporan pajak yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan instansi pengawas serta mekanisme pertanggung jawabannya
seperti apa?

	2
	GE
	:
	Kalau soal laporan pajak bisa dipertanggungjawabkan, tugas saya ya
motong pajak, nyetor ke bank, lalu kasih bukti ke Sekdes. Jadi semuanya ada catatannya.

	3
	DA
	:
	Selama ini, menurut bapak, sejauh mana informasi terkait penggunaan dana desa dan pelaporan pajak dibuka kepada masyarakat,  dan  apa  mekanisme  yang  digunakan  untuk
menjamin keterbukaan tersebut?

	4
	GE
	:
	Untuk keterbukaan, biasanya saya kasih bukti setor buat dibawa ke
musyawarah desa. Jadi warga bisa lihat langsung uangnya sudah disetor ke negara.

	5
	DA
	:
	Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bagaimana menghadapi
kendala bila ada pelanggaran?

	6
	GE
	:
	Supaya kewajiban pajak terpenuhi, saya selalu potong sesuai kegiatan. Misalnya ada belanja barang, ya ada PPN, ada PPh. Tapi kadang salah hitung atau salah kode pajak, biasanya saya perbaiki
dengan setor tambahan.

	7
	DA
	:
	Apa strategi yang dilakukan agar pelaporan pajak selalu
disampaikan tepat waktu, dan bagaimana mengatasi kendala keterlambatan bila terjadi?


Disambung ke halaman berikutnya


	8
	GE
	:
	Ketepatan waktu saya upayakan dengan nyetor segera setelah ada dana. Tapi kadang terhambat pencairan dana yang bertahap atau
ngantri lama di bank. Kalau telat, ya saya setor susulan secepatnya.

	9
	DA
	:
	Bagaimana desa memastikan bahwa seluruh proses pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan siapa
yang berperan sebagai pengawas internal dalam hal ini?

	10
	GE
	:
	Kalau aturan, saya ikuti sebisanya. Tapi sering bingung juga, apalagi
kalau jenis pajaknya mirip-mirip. Biasanya saya tanya ke Sekdes atau Kades kalau ragu.

	11
	DA
	:
	Menurut Bapak, apakah pelaporan pajak yang dilakukan selama ini sudah mendukung tercapainya tujuan pengelolaan dana desa yang lebih baik, dan apa indikator utama keberhasilan
yang digunakan?

	12
	GE
	:
	Menurut saya, tujuan laporan tercapai kalau semua bukti setor lengkap dan nggak ada tunggakan. Walau format laporannya kadang
masih kurang rapi.

	13
	DA
	:
	Selama proses pelaporan, apa saja kendala yang dialami?

	14
	GE
	:
	Kendala yang sering saya hadapi ya sama seperti lainnya, kayak pencairan dana lambat, bank antri, aturan pajak yang berubah, dan
komunikasi yang kadang telat.

	15
	DA
	:
	Bagaimana gagasan atau langkah Anda untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan seperti yang terjadi
beberapa waktu lalu?

	16
	GE
	:
	Kalau saya, solusinya mending ada sosialisasi langsung dari kantor pajak, terus kalau bisa pakai sistem online biar setor pajak nggak usah
antre di bank lagi.




[bookmark: _bookmark86]LAMPIRAN 5. Horizontalisasi

	Pernyataan Informan
	Baris
Ke-
	Hasil
Coding
	Indikator

	“Kalau soal laporan pajak biar bisa dipertanggungjawabkan, biasanya alurnya jelas. Kaur Keuangan setor dan catat, Sekdes susun laporan, terus saya cek terakhir
sebelum dikirim. Jadi kalau nanti
dipertanyakan masyarakat atau kecamatan, saya bisa bilang semua sudah sesuai dokumen.”

“Untuk akuntabilitas laporan, saya biasanya ngecek berulang dokumennya. Kwitansi,
faktur, bukti setor semua harus cocok. Kalau nggak cocok, saya balikin lagi ke Kaur
Keuangan sebelum naik ke Kades.”

“Kalau soal laporan pajak bisa dipertanggungjawabkan, tugas saya ya motong pajak, nyetor ke bank, lalu kasih bukti ke Sekdes. Jadi semuanya ada
catatannya.”
	02A
02B
02C
	Mekanisme pertanggung jawaban laporan
pajak
	Pertanggung jawaban

	“Untuk keterbukaan ke masyarakat,
biasanya lewat musyawarah desa. Di situ laporan dipaparkan, bukti setor juga
ditunjukkan. Kadang juga ditempel di papan informasi biar warga bisa baca.”

“Keterbukaan informasi ke warga kita lakukan lewat papan pengumuman sama
musyawarah desa. Jadi laporan nggak cuma ditaruh di kantor, tapi dipaparkan ke
masyarakat.”

“Untuk keterbukaan, biasanya saya kasih
bukti setor buat dibawa ke musyawarah desa.
Jadi warga bisa lihat langsung uangnya sudah disetor ke negara.”
	04A
04B
04C
	Keterbukaa n informasi ke
masyarakat
	Transparansi


Disambung ke halaman berikutnya


	“Supaya kewajiban pajak terpenuhi, saya
tekankan ke semua perangkat: setiap kegiatan harus ada bukti setornya. Kalau ada salah
setor atau lupa, biasanya langsung diperbaiki. Jangan ditunda-tunda.”

“Biar kewajiban pajak terpenuhi, saya
cocokkan setiap bukti belanja dengan aturan pajak. Kalau ada salah, kita perbaiki bareng Kaur Keuangan sebelum diserahkan.”

“Supaya kewajiban pajak terpenuhi, saya selalu potong sesuai kegiatan. Misalnya ada belanja barang, ya ada PPN, ada PPh. Tapi kadang salah hitung atau salah kode pajak, biasanya saya perbaiki dengan setor
tambahan.”
	06A
06B
06C
	Pemenuhan kewajiban pajak
	Kepatuhan

	“Tepat waktu memang jadi tantangan. Saya atur pembagian tugas, tapi ya sering juga ada telat karena data dari bawah nggak langsung masuk. Kalau telat, biasanya kita bikin laporan susulan.”

“Tepat waktu itu agak susah karena sering data dari Kaur Keuangan telat masuk. Saya biasanya nyusun draf dulu, nanti dilengkapi begitu data baru turun. Kadang harus lembur juga biar bisa kejar tenggat.”

“Ketepatan waktu saya upayakan dengan nyetor segera setelah ada dana. Tapi kadang
terhambat pencairan dana yang bertahap atau ngantri lama di bank. Kalau telat, ya saya
setor susulan secepatnya.”
	08A
08B
08C
	Mekanisme menjaga
ketepatan waktu
	Ketepatan waktu


Disambung ke halaman berikutnya


	“Kalau soal aturan, saya sendiri jujur nggak selalu paham detailnya. Tapi minimal
sebelum laporan masuk ke kecamatan, saya periksa dulu. Walau pengawasan internal kita masih lemah karena orangnya terbatas.”

“Kalau soal aturan, jujur sering berubah-
ubah. Saya coba ikutin, baca aturan, tanya ke kecamatan kalau bingung. Pengawas internal ya saya sama Kades.”

“Kalau aturan, saya ikuti sebisanya. Tapi sering bingung juga, apalagi kalau jenis
pajaknya mirip-mirip. Biasanya saya tanya ke
Sekdes atau Kades kalau ragu.”
	10A
10B
10C
	Wawasan terhadap
aturan yang berlaku
	Kesesuaian aturan

	“Menurut saya, tujuan pelaporan lumayan tercapai. Dana bisa cair, laporan diterima, dan masyarakat tahu. Indikatornya ya kalau nggak ada tunggakan dan pengawas nggak banyak
kasih catatan.”

“Menurut saya, tujuan laporan tercapai kalau laporan bisa diterima tanpa banyak revisi. Indikatornya: arsip lengkap, data cocok, kecamatan oke.”

“Menurut saya, tujuan laporan tercapai
kalau semua bukti setor lengkap dan nggak ada tunggakan. Walau format laporannya
kadang masih kurang rapi.”
	12A
12B
12C
	Indikator tercapainya tujuan
pelaporan pajak
	Tercapainya tujuan


Disambung ke halaman berikutnya


	“Kendalanya paling sering soal aturan baru yang bikin bingung, sama komunikasi antarperangkat yang kadang nggak lancar.”

“Kendala saya paling besar: data telat, aturan rumit, dan kerjaan administrasi banyak
banget.”

“Kendala yang sering saya hadapi: pencairan dana lambat, bank antri, aturan pajak yang
berubah, dan komunikasi yang kadang telat.”
	14A
14B
14C
	Kendala utama
pelaporan pajak
	Kendala

	“Kalau saya, solusinya mungkin perlu ada pelatihan rutin buat perangkat soal pajak,
terus mulai pakai aplikasi biar lebih cepat dan rapi.”

“Kalau saya, solusinya harus ada sosialisasi rutin dari pajak, dan sistem digital yang
nyambung antara Kaur Keuangan dan saya, jadi nggak nunggu-nunggu data lagi.”

“Kalau saya, solusinya mending ada
sosialisasi langsung dari kantor pajak, terus
kalau bisa pakai sistem online biar setor pajak nggak usah antre di bank lagi.”
	16A
16B
16C
	Solusi
penyelesaia n masalah
	Gagasan / inovasi




[bookmark: _bookmark87]LAMPIRAN 6. Cluster of Meaning

	Baris Ke-
	Indikator
	Kategori
	Konsep

	02A,
02B,
02C
	Mekanisme
pertanggungjawaban laporan pajak
	Alur kerja jelas,
verifikasi dokumen,
pencatatan bukti setor
	Pertanggungjawaban

	04A,
04B,
04C
	Keterbukaan informasi ke masyarakat
	Musyawarah desa,
papan informasi, bukti setor ditunjukkan
	Transparansi

	06A,
06B,
06C
	Pemenuhan kewajiban pajak
	Pemotongan dan penyetoran sesuai
aturan, perbaikan jika salah
	
Kepatuhan

	08A,
08B,
08C
	Mekanisme menjaga ketepatan waktu
	Pembagian tugas, draf laporan awal,
percepatan setor susulan
	
Ketepatan Waktu

	10A,
10B,
10C
	Wawasan terhadap aturan yang berlaku
	Pemahaman terbatas, aturan sering berubah, pengawasan internal
lemah
	
Kesesuaian Aturan

	12A,
12B,
12C
	Indikator tercapainya
tujuan pelaporan pajak
	Tidak ada tunggakan, laporan diterima, arsip lengkap, catatan
minim
	
Tercapainya Tujuan

	14A,
14B,
14C
	
Kendala utama pelaporan pajak
	Aturan baru,
keterlambatan data,
lambatnya pencairan, komunikasi lemah
	
Kendala

	16A,
16B,
16C
	Solusi penyelesaian masalah
	Pelatihan rutin, sosialisasi pajak,
aplikasi/sistem digital
	
Gagasan/Inovasi




[bookmark: _bookmark88]LAMPIRAN 7. Triangulasi Sumber

	Tema / Indikator
	Kepala Desa (A)
	Sekdes (B)
	Kaur Keuangan (C)
	Hasil Triangulas i

	Mekanisme pertanggungjawaba n laporan pajak
	Mengecek ulang dokumen, bukti setor, lalu memberi
pengesahan akhir.
	Memastika n
kelengkapa n
administras i, minta perbaikan kalau ada kekurangan
.
	Membandingka n catatan harian kas dengan
bukti setor, lalu revisi jika beda.
	Konsisten, ketiganya
menekankan koreksi
berbasis dokumen dan alur verifikasi
berjenjang.

	Keterbukaan informasi ke masyarakat
	Menyampaikan di forum musyawarah
dengan bahasa yang mudah
dipahami warga.
	Menyajikan laporan
lewat contoh
sehari-hari agar masyarakat paham.
	Membuat ringkasan sederhana
(tabel/infografi s) untuk
ditempel di papan informasi.
	Saling melengkapi, laporan tidak
sekadar
diumumkan tapi
dijelaskan agar mudah
dipahami.

	Pemenuhan
kewajiban pajak
	Menekankan semua pajak harus disetor sesuai aturan agar tidak ada tunggakan.
	Jika ada kesalahan, segera
dilaporkan dan
diperbaiki.
	Fokus pada
ketepatan setor pajak sesuai
bukti.
	Konsisten, semuanya
menekankan pentingnya kepatuhan
sesuai aturan.

	Mekanisme
menjaga ketepatan waktu
	Menginstruksika n percepatan pengumpulan
dokumen dari perangkat.
	Membuat draf laporan lebih awal agar tidak mepet.
	Kendala utama jaringan
internet, diatasi dengan setor manual jika darurat.
	Saling melengkapi, faktor
dokumen dan teknis sama-sama
memengaru hi ketepatan
waktu.

	Wawasan terhadap aturan yang berlaku
	Tahu aturan umum, tapi sering
terkendala jika ada perubahan mendadak.
	Merasa
aturan ribet dan berubah- ubah,
sehingga
perlu sering diskusi.
	Paling sering berurusan langsung, tapi mengaku
kadang masih bingung detail aturan.
	Konsisten, ketiganya sepakat
pemahaman aturan masih terbatas dan perlu
penguatan.


Disambung ke halaman berikutny








	Indikator tercapainya tujuan
pelaporan
	Tujuan utama transparansi
sudah tercapai, hanya
penyampaianny a perlu
ditingkatkan.
	Sudah mendukung, tapi warga masih mengangga p ribet.
	Membantu tata kelola keuangan, namun transparans i ke masyarakat masih
kurang.
	Konsisten, tujuan tercapai tapi masih ada kekurangan di aspek
penyajian/transparansi
.

	Kendala utama
pelaporan pajak
	Aturan baru mendadak membuat
bingung perangkat.
	Lambatnya komunikasi antar perangkat menghamba t proses
laporan.
	Nota hilang atau data
belanja tidak lengkap
sering jadi masalah.
	Saling melengkapi, kendala muncul dari aturan, komunikasi, dan teknis dokumen.

	Solusi/Inovas i pelaporan
pajak
	Perlu aplikasi khusus yang otomatis
mencatat pajak.
	Pelatihan rutin agar perangkat paham
aturan pajak.
	Aplikasi akuntansi sederhana yang terhubung
ke instansi pajak.
	Saling melengkapi, inovasi bisa lewat teknologi maupun
peningkatan kapasitas SDM.




[bookmark: _bookmark89]LAMPIRAN 8. Triangulasi Metode

	Tema / Indikator
	Wawancara (Informan A, B, C)
	Observasi Lapangan
	Dokument asi (Arsip, Bukti)
	Hasil Triangulasi

	Mekanisme pertanggungjawa ban laporan
pajak
	Selisih/masala h laporan
ditangani dengan
pengecekan dokumen, bukti setor,
dan klarifikasi internal.
	Terlihat perangkat mengecek
nota belanja dan membanding kan dengan catatan kas.
	Ada koreksi manual dan paraf di laporan
keuangan sebelum disahkan
Kepala Desa.
	Konsisten, mekanisme
pertanggungjawa ban selalu
melalui dokumen dan verifikasi berjenjang.

	Keterbukaan informasi ke masyarakat
	Laporan
disampaikan lewat musyawarah desa, bahasa
sederhana, dan ringkasan (tabel/infograf
is).
	Musdes tampak menjelaskan laporan
dengan
bahasa non- formal dan sederhana.
	Papan informasi desa berisi ringkasan laporan
pajak.
	Konsisten, laporan tidak hanya
diumumkan tapi juga dijelaskan agar mudah
dipahami masyarakat.

	Pemenuhan
kewajiban pajak
	Semua
menekankan pajak harus
disetor sesuai aturan, kesalahan
segera
diperbaiki.
	Bendahara desa langsung menyetor
pajak di bank setelah
pemotongan kegiatan.
	Terdapat
bukti setor pajak (SSP) lengkap dan tersimpan di arsip
keuangan desa.
	Konsisten,
kewajiban pajak dipenuhi sesuai prosedur dan
bukti setor.

	Mekanisme menjaga
ketepatan waktu
	Ketepatan waktu
diupayakan dengan percepatan
dokumen, draf laporan awal, dan solusi teknis bila ada
kendala.
	Tampak perangkat desa mengumpulk an nota lebih cepat menjelang tenggat.
	Arsip laporan menunjukka n ada catatan setor susulan karena
kendala jaringan atau keterlambata
n dokumen.
	Saling melengkapi,
faktor dokumen dan teknis sama- sama memengaruhi
ketepatan waktu.

	Wawasan
terhadap aturan yang berlaku
	Pemahaman aturan masih terbatas,
sering bingung jika ada perubahan mendadak.
	Perangkat desa tampak mencari referensi
aturan ke kecamatan saat terjadi
perubahan.
	Terdapat arsip salinan aturan pajak terbaru yang digunakan
sebagai acuan.
	Konsisten, pemahaman
aturan masih terbatas dan perlu
pendampingan.


Disambung ke halaman berikutnya


	Indikator tercapainya tujuan
pelaporan
	Tujuan
pelaporan dianggap tercapai:
dana cair, laporan
diterima, namun
penyajian ke
masyarakat masih ribet.
	Dalam musdes, laporan diterima
warga tapi sebagian mengaku masih kurang
paham.
	Arsip laporan menunjukka n tidak ada tunggakan dan diterima kecamatan
tanpa banyak revisi.
	Konsisten, tujuan tercapai tapi
penyampaian/transparan si masih perlu
ditingkatkan.

	Kendala utama
pelaporan pajak
	Kendala:
aturan baru mendadak, komunikasi
antarperangk at lambat, dan dokumen belanja
sering bermasalah.
	Terlihat perangkat sering menunda pelaporan karena menunggu
data belanja.
	Ada catatan revisi laporan
akibat
keterlambata n dokumen dan
perubahan aturan.
	Saling melengkapi, kendala muncul dari
aturan, komunikasi, dan teknis dokumen.

	Solusi/Inova si pelaporan pajak
	Solusi:
aplikasi pajak otomatis,
pelatihan perangkat, dan akuntansi terhubung instansi
pajak.
	Perangkat desa menunjukka n minat
pada penggunaan aplikasi
pencatatan keuangan.
	Ada
dokumen hasil
pelatihan
pajak untuk perangkat desa serta uji coba aplikasi akuntansi
sederhana.
	Saling melengkapi,
inovasi mencakup aspek teknologi dan
peningkatan kapasitas SDM.
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[image: A white paper with black text on it  AI-generated content may be incorrect.][image: A yellow and green house with a couple of motorcycles in front of it  AI-generated content may be incorrect.][image: ]




[image: A poster with many images on it  AI-generated content may be incorrect.]


[image: A close-up of a letter  AI-generated content may be incorrect.]


[image: A close-up of a letter  AI-generated content may be incorrect.]


[image: A close-up of a document  AI-generated content may be incorrect.]
image3.jpeg
fid





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg
D TR

. STRUKTUR ORGANISAS| PEMERINTAH DESA
DESA DAMAR MAKMUR, KECAMATAN TUALAN HULU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Al





image9.jpeg




image10.jpeg
JGRERITAN XABUPATEN OTKAARIAGIN TIAUR
KEGAMATAN TUALAN UL

CANTORKEPALA J£SA DANAR NAKNUR |

LKAV SARE R2LT BOS 74355





image11.jpeg
85.950.000,4|
268,500,000,
15:680.000,0q 12,04,
176 ool
176.054.005,0) o
2.540.000, 00| el
14.631.000,00) e
b I
s I
122,000,
143.506 660,60 64.882.400, @
400,00

49,791,700 00|
5.090.700,00)
41.103.000,00

118.421,760,00
25.084.900,60
42.831.000,00

68.630,060,00]
19,994 200,60

(o a Vrsnommso
: 17280000
9.084.000,00| 9.084.000, P
o009

14.872.000,00
6:300.000,00

14.872.000,00|
6.300.000,00|

9.119.000,00] 9.119,000,00|

[SUb Biaw; 738
NG Pendidikan 131.800/00 666.762.000,00 1

77.893.000,00 73243001 e

243,500,00

Penyelenggaran

PAUD /T 1) 4550:650.00

TKA/TPQ/ M 3
'Q/ Madrasah NonFormal £15+090.000,00| 36.000.000,00]

Dukungan Penyelengga
PR e ‘&garan PAUD (APE, Sarana %
0.533,000,00 29.033.000,00) 1.500.000,00)

4.480.000,00| 4.460.000,00)
. o

3.150.000,00| o 3.150.000,00|

(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 3.750.000,00]

[Sub Bidang Kesehatan ) 309, 5 R I
el oo o esehatan Deno/peinacs | 03052060 | asstsrnss | ssmosenne
e e et 588 spiamem | amesenn |
pli s e O
Pembangunan Halaman Remal Dersatin 105.259.600,00) 107.93.100,00] 640.500.00)

Sul n Umum dan Pena
& BlusngFekadannOmimidan Gonatesiy 72.243.600,00 o 72.243.600,00

Ruang

Jalan Usaha Tani 72.243.600,00| of 72.243.600,00)
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 270.736.800,00 270.171.300,00 566.500,00
Pebangunan Sumber Air Bersih di 5 Titik 270.736.800,00 270.171.300,00| 565.500,00|
[Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan P a4 bos,e0 sat 000 a

Informasi
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster

Balibo DII)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana st ceait) 710160660
Transportasi Desa
[EIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 707.626.400.00 640430000
[Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Rlmuny 13.860.000,00 12,260.000,00 1.600.000,00
BN s | o
: a Lokal Desa 00,00 52110000
Perlindungan Masy. Skala L¢ 44.476.400,00 43.954.300,
B s prsicecel  gamanl e
Lapangan Volly 2 Unit 49.300.000,00 .000, 3
Perabinaan LKMD/LPM/LPMD sococonool ___sooocooco e
5 ¢ 55 T X
pembinaan PKK KAT 51.177.640, = B
N MASYARA '85.400.000,¢
[SIDANG PEMBERDAYAAI akan "86.400.000,00 e o)
Gub Bidang Pertanian dan Petern: 85.400.000,00
; Kebun Desa 0,00 6.000.000,00 74.060.000.00
Perawatan Kebun DSl o 2 itas Aparatur 50,060,000, o
sub Bidang Pen e 600000000 B
Desa 5 Desa 7.560.000,00 500.000,00
7 apasitas Kepala 7,560 4 6.5
Peningkatan Bap2y ngicat Desa 66.500.000,00 5.717.640,00 B
peningheaial 26.717.640,00 2B .
Peningkatan Perempuan, % 25.717.540.0
sub Bidang Pe! Pemberdayaan 25.717.540,
Pelatihan dar
sempuan BENCANA,
BP:'DANG PENANGGULANGAN
DARURAT o Mendesak
endesalc

153.130.300,00)| 149.900.300,00| 3.230.000,00)

684.000,00) 684.000,00)

1122110000

12.250.000,00) 1.600.000,00|

Kapasitas BP!
mberdayaan
penyuluhan

66.200,000,00 66.200.000,00
= $5.200,000,00

55.200.000,00) 00.000.00)
55.200.000000 S orbe.00 SEZESTILES
Foesa7.20660 | LIS 60 687265
penanganas SO0 ~183,667.206,60. == 35.771.000,00|
H 305,60 S
R tUs (DEFISIT) 5T EeT 20500 34749620560 ke
N .667.205,60 v 0] ’_"_/'/—'
EMBI:,‘:- Fembiayaan j::.sm,zos sol s | siions
Fenerim e ebelumnya D . 133,954,681

LPA Tahun Sebelumnys

YAAN
[JUMLAH PEMBIA -
;:JLPAIleFA TAHUN BERJALA





image12.jpeg
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supriyadi Nur
Jenis Kelamin : Laki-laki

Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat
dalam subjek penclitian yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas
Pelaporan Pajak Desa (Studi Kasus Desa Damar Makmur,Kec. Tualan Hulu, Kab.
Kotawaringin Timur)” yang dilakukan oleh :

Nama : Delvia Asinta

NIM $2001036124
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : S1 - Akuntansi

Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurya

2. Sayabersedia untuk membimbing mahasiswa sesuai dengan penelitian yang
diinginkan.

3. Identitas dan Informasi yang saya berikan akan DIRAHASIAKAN dan
tidak akan disampaikan kepada umum kecuali untuk kepentingan akademis.

4. Saya menyetujui adanya perckaman sclama wawancara berlangsung dan
tidak disertakan foto dokumentasi pada saat wawancara berlangsung.

5. Guna menunjang kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan, maka
segala hal yang terkait waktu dan tempat akan disepakati bersama.

Dalam menandatangi lembar ini, saya TIDAK ADA PAKSAAN dari
pihak mana pun schingga saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Damar Makmur,30 Januari 2025

Menyetujui,

Peneliti

o

Delvia Asinta
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gunawan E
Jenis Kelamin : Laki-laki

Saya yang terscbut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat
dalam subjek penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas
Pelaporan Pajak Desa (Studi Kasus Desa Damar Makmur,Kec. Tualan Hulu, Kab.
Kotawaringin Timur)" yang dilakukan oleh :

Nama : Delvia Asinta

NIM :2001036124
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi :S1 - Akuntansi

Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya

2. Sayabersedia untuk membimbing mahasiswa scsuai dengan penelitian yang
diinginkan.

3. Identitas dan Informasi yang saya berikan akan DIRAHASIAKAN dan
tidak akan disampaikan kepada umum kecuali untuk kepentingan akademis.

4. Saya menyetujui adanya perckaman selama wawancara berlangsung dan
tidak disertakan foto dokumentasi pada saat wawancara berlangsung.

5. Guna menunjang kelancaran penclitian yang akan dilaksanakan, maka
segala hal yang terkait waktu dan tempat akan discpakati bersama.

Dalam menandatangi lembar ini, saya TIDAK ADA PAKSAAN dari
pihak mana pun schingga saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Damar Makmur,30 Januari 2025

Menyetujui,

Peneliti

A

Delvia Asinta
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bartis Taguh
Jenis Kelamin : Laki-laki

Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat
dalam subjek penclitian yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas
Pelaporan Pajak Desa (Studi Kasus Desa Damar Makmur,Kec. Tualan Hulu, Kab.
Kotawaringin Timur)” yang dilakukan oleh :

Nama : Delvia Asinta

NIM :2001036124
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : 81 - Akuntansi

Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya

2. Saya bersedia untuk membimbing mahasiswa sesuai dengan penelitian yang
diinginkan.

3. Identitas dan Informasi yang saya berikan akan DIRAHASIAKAN dan
tidak akan disampaikan kepada umum kecuali untuk kepentingan akademis.

4. Saya menyctujui adanya perekaman selama wawancara berlangsung dan
tidak disertakan foto dokumentasi pada saat wawancara berlangsung.

5. Guna menunjang kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan, maka
segala hal yang terkait waktu dan tempat akan disepakati bersama.

Dalam menandatangi lembar ini, saya TIDAK ADA PAKSAAN dari
pihak mana pun sehingga saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Damar Makmur, 30 Januari 2025

Menyetujui,

Peneliti

At

Delvia Asinta
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